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 MOTTO 
 
 َمَكَح اَذِإ  ر حجَأ ُهَل َف ََأط حخَأ َُّثُ َدَه َت حجَاف َمَكَح اَذِإَو ،ِنَار حجَأ ُهَل َف َباَصَأ َُّثُ َدَه َت حجَاف ُمِكَا حلْا  
Artinya: Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka 
ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia 
salah, baginya satu pahala. 
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selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.Saya  
persembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan 
waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk : 
1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Slamet Suharto dan Ibu Sumiyati yang 
selama ini mendoakan dan memeberikan semangat dalam belajar. 
2. Kedua adikku Fitri Nurrahmawati dan Ilham Nur Mujtahid yang selalu 
menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
3. Teman-teman seperjuanganku angkatan kedua (2015) Jurusan Hukum Pidana 
Islam B yang telah berjuang bersama selama 4 tahun.  
4. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
  
 PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengantitik di bawah) 
ر Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengantitik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
 ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ََ  Fathah A A 
 َِ  Kasrah I I 
 َُ  Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسد Haula 
 
 
 3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
a> 
a dan garis di 
atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> 
I dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a.  Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
 No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l 
2. ةذهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
 
 
 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دذمم ام و Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمذنا Al-hamdulillahirabbilꞌa>lami>na 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wainnalla>ha lahuwakhairar-ra>ziqin 
/ Wainnalla>ha lahuwakhairur-
ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kailawal mi>za>na 
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 ABSTRAK 
NOER MUHAMAD IQBAL, NIM: 152131059, “DISKRESI 
SEPONERING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM 
ISLAM (STUDI KASUS ABRAHAM SAMAD)”. Skripsi ini membahas terkait 
kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara Abraham Samad atas 
dasar demi kepentingan umum, yang ditinjau dari Aspek yuridis dan Aspek 
kepentingan umum menurut Hukum Islam. Permasalahan dalam skripsi ini 
menyangkut sejauh mana kesesuaian seponering perkara Abraham Samad dengan 
rumusan kriteria ”Kepentingan Umum” sebagaimana telah diatur dalam 
penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana makna 
kepentingan umum dalam pemberian seponering Abraham Samad oleh Jaksa 
Agung dari perspektif hukum positif dan hukum Islam  
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah putusan seponering 
sumber data dari penelitian ini data sekunder, bahan hukum sekunder  yaitu data 
yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, 
internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus dan ensiklopedia. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini berupa argumen hukum bahwa 
pengesampingan perkara demi kepentingan umum adalah wewenang khusus yang 
dimiliki oleh Jaksa Agung. Wewenang ini didasarkan Pasal 35 huruf c Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan haruslah dilakukan 
dengan orientasi tunggal demi kepentingan umum. Penjelasan makna demi 
kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal undang-undang tersebut 
hanya sebatas pada kalimat, “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” 
adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. 
Peraturan perundang-undangan terkait tidak memberikan petunjuk lebih detail, 
lanjut, dan konkret mengenai kriteria kepentingan umum.  
 
Sedangkan menurut Hukum Islam, pemaknaan kepentingan umum dalam 
perkara keduanya menurut penulis sebagai upaya untuk menjaga agar tidak 
menimbulkan kegaduhan politik yang lebih luas hal tersebut sesuai dengan prinsip 
Maslahah Murshalah. 
 
 
 
 
Kata Kunci: Diskresi, Seponering, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam 
 
 ABSTRACT 
NOER MUHAMAD IQBAL, NIM: 152131059, "SEPONERING 
DISCLAIMER IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC 
LAW (ABRAHAM SAMAD CASE STUDY)". This thesis discusses the authority 
of the attorney general in the rule of Abraham Samad on the basis of public 
interest, which is reviewed from the juridical aspect and the general interest aspect 
according to Islamic law. The problem in this thesis is related to the extent of the 
conformity of Abraham Samad seponering matters with the formulation of 
"general interest" criteria as stipulated in article 35 letter C of Law No. 16 year 
2004 about Republican prosecutor Indonesian.  
The purpose of this research is to know the extent of the significance of 
the public interest in the awarding of Abraham Samad by the attorney general 
from the perspective of positive law and Islamic law  
This type of research is a literature research that is research by collecting 
research materials by studying the decision of seponering data sources from this 
study of secondary data, secondary legal material i.e. data obtained or derived 
from Libraries such as books, journals, Internet. Tertiary legal materials are 
primary and secondary legal materials, such as dictionaries and encyclopedia. 
The conclusion of the study is a legal argument that the exclusion of 
matters in the public interest is a special authority owned by the Attorney general. 
This authority is based on article 35 letter C Law number 16 year 2004 about the 
prosecutor's office and should be done in a single orientation for the public 
interest. The explanation of meaning in the general interest in article by article 
Explanation of the law is only limited to the sentence, "which means" the public 
interest "is the interest of the nation and country and/or the interests of society. 
The relevant legislation does not provide detailed, advanced and concrete 
instructions on the criteria of general interest.  
While according to Islamic law, the use of public interest in the matter is both 
according to the author as an effort to keep in order not to inflict broader political 
noise in accordance with the principle of Maslahah Murshalah. 
 
Keywords: discretionary, Seponering, positive law, Islamic criminal law 
 
 
 DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL ................................................................................  i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................  ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..............................  iii     
HALAMAN NOTA DINAS .....................................................................  iv 
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................  v 
HALAMAN MOTTO  .............................................................................  vi 
HALAMAN PERSEMEMBAHAN ........................................................  vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .......................................  viii 
KATA PENGANTAR ..............................................................................   xv 
ABSTRAK ................................................................................................  xvii 
ABSTRACT ..............................................................................................  xviii 
DAFTAR ISI .............................................................................................  xix 
BAB 1 PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  ............................................................  1 
B. Rumusan Masalah ........................................................  8 
C. Tujuan Penelitian .........................................................  8 
D. Manfaat Penelitian .......................................................  9 
E. Kerangka Teori.............................................................  9 
F. Tinjauan pustaka ..........................................................  13 
G. Metode Penelitian.........................................................  15 
H. Sistematika Penelitian ..................................................  17 
BAB II LANDASAN TEORI 
A. Seponering 
1. Pengertian Seponering  ..........................................    18 
 2. Seponering dan kaitannya dengan Asas Hukum Pidana 
 ................................................................................ 20 
a. Asas Legalitas ..................................................  20 
b. Asas Oportunitas ..............................................  29 
c. Asas Equality before The Law .........................  36 
B. Hukum Islam ................................................................  38 
1. Pengertian Hukum Islam ........................................  38 
2. Sunber Hukum Islam .............................................  39 
a. Al Qur‟an .........................................................  39 
b. As Sunah ..........................................................  40 
c. Ijma  .................................................................  42 
d. Qiyas ................................................................  42 
e. Maslahah Murshalah ...................................................  43 
3. Alasan Ulama yang menjadikan Hujjah Maslahah  
Murshalah ..............................................................  51 
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN  
A. Posisi Kasus .............................................................................  53 
B. Dasar Hukum Seponering  .......................................................  58 
BAB IV ANALISIS  
A. Analisa Yuridis Dasar Pemberian Seponering oleh  
Jaksa Agung ................................................................... 75 
B. Analisis Seponering menurut Hukum Islam ............................  84 
BAB V PENUTUP  
A. Kesimpulan ..................................................................  85 
B. Saran  ............................................................................  87 
DAFTAR PUSTAKA 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang diatur 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu 
wewenang khusus yang dimiliki oleh Jaksa Agung adalah menyampingkan 
perkara demi kepentingan umum. Wewenang Jaksa Agung untuk 
menyampingkan perkara demi kepentingan umum adalah wewenang yang 
diperoleh secara atribusi atau wewenang yang asli diberikan oleh undang-
undang dalam hal ini UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. Atribusi merupakan cara memperoleh wewenang setelah adanya 
pengaturan wewenang yang baru yakni melalui undang-undang yang bersifat 
melekat pada pejabat yang dituju. Wewenang khusus tersebut tertulis dalam 
UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c wewenang khusus Jaksa Agung 
adalah “menyampingkan perkara demi kepentingan umum.” Kemudian dalam 
penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa menyampingkan perkara demi 
kepentingan umum merupakan pelaksanaan asas oportunitas. 
 Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu pilar penegak hukum 
di Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang begitu strategis dalam 
peranannya sebagai „the guardian of justice‟ dalam rangka melindungi 
segenap kepentingan publik. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi 
penegak hukum di Indonesia melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
 penuntutan dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 
Secara kelembagaan Kejaksaan merupakan penghubung antara masyarakat 
dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di 
masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan 
haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun, termasuk 
dari pemerintah.
1
 
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan undang-undang. Di bidang penuntutan Jaksa diberi wewenang 
sebagai penuntut umum untuk semua jenis tindak pidana, kecuali tindak 
pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana komisi ini 
memiliki penuntut umum sendiri meskipun penuntut umum yang dimaksud 
juga bersumber dari kejaksaan.
 
Penuntut umum dengan wewenang dan 
organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari Perancis. Belanda lah 
yang bercermin kepada sistem Perancis dan melalui asas konkordansi.
2
 
membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan 
yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Waktu itu diciptakan suatu jabatan yang 
disebut Procureur General (seperti Jaksa Agung sekarang). Selain itu, dikenal 
pula istilah Officeren van Justitie sebagai penuntut umum bagi golongan 
Eropa dan yang dipersamakan. Dalam Inlands Reglement dikenal magistraat 
                                                          
       
1
 Dio Ashar Wicaksana, Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara   
Indonesia, (Jakarta: Jurnal Fiat Justita,2013) , hlm. 77 . 
       
2
 Asas Konkordansi adalah asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di 
negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia 
Belanda(Indonesia pada masa itu). 
 sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh 
residen dan asisten residen.
3
 
Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan kerja-kerjanya 
dipimpin langsung oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 memiliki wewenang untuk mengesampingkan perkara 
demi kepentingan umum, sebagaimana yang  diatur dalam Pasal 35 huruf c 
bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan 
perkara demi kepentingan umum”. Maksud dan tujuan undang-undang 
memberi kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk melaksanakan 
asas oportunitas sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di 
Negara Indonesia yang diberi wewenang melaksanakan asas tersebut dan tidak 
kepada setiap Jaksa selaku penuntut umum.
4
 
Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas 
oportunitas, Jaksa Agung menuangkannya dalam surat penetapan atau 
keputusan yang salinannya diberikan kepada yang berkepentingan khususnya 
kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum. Alasan 
penyampingan perkara oleh Jaksa Agung dilakukan atas dasar kepentingan 
umum sesuai dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004. Jaksa Agung pada saat itu memberikan penafsiran pasal tersebut 
memberikan makna „kepentingan umum‟ yaitu kepentingan yang berkaitan 
dengan negara/bangsa atau masyarakat luas.  
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 Salah satu kasus pemberian seponering oleh Jaksa Agung adalah kasus 
pemberian seponering kepada Abraham Samad, mantan pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Maret 2016 dengan mengeluarkan 
surat keputusan (Tap.012/A/JA/03/2016). Kasus ini berawal dari adanya 
dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan yang dilaporkan 
oleh Chairil Chaidar Said, ketua LSM Lembaga Peduli KPK-Polri ke 
Bareskrim Polri pada awal Januari 2015. Kasus tersebut dilimpahkan ke Polda 
Sulawesi Selatan dan Barat, Abraham Samad dituduh membantu Feriyani 
Liem memalsukan dokumen kependudukan untuk mengurus perpanjangan 
passport.  
Kasus yang melibatkan Abraham Samad tersebut dianggap sebagai 
bentuk kriminalisasi terhadap KPK dan upaya pelemahan terhadap 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku pimpinan KPK Abraham Samad 
merupakan icon pejuang anti korupsi yang telah banyak memberikan 
sumbangsih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam masa 
jabatannya. Sehingga menurut Jaksa Agung kasus Abraham Samad harus 
dilakukan seponering karena akan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat 
luas jika perkara tersebut tetap dilanjutkan.
5
 
Namun, kewenangan seponering yang dimiliki Jaksa Agung untuk 
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia berpotensi digunakan secara politis sebagai bentuk penyelundupan 
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 hukum. Wewenang yang dimiliki Jaksa Agung itu sangat rentan untuk 
disalahgunakan sebagai alat demi memberikan kekebalan hukum terhadap 
pihak-pihak tertentu yang akhirnya menyebabkan pelanggaran dan kerugian 
hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan 
kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan terbebas 
dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 
Hukum Islam sangat menjunjung tinggi tegaknya keadilan. Hal ini 
merupakan salah satu prinsip penegakan hukum, yakni menegakkan keadilan 
terhadap setiap orang. Dalam prinsip penegakan hukum Islam, tidak dikenal 
istilah tebang pilih dan kekebalan hukum. Artinya, setiap orang yang 
melakukan pelanggaran hukum harus dihukum sesuai dengan peraturan yang 
sudah berlaku, setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.
6
 Apabila dikaitkan dengan 
prinsip penegakan hukum pidana nasional yang berbunyi “Setiap orang yang 
melanggar hukum harus dihukum kecuali ada alasan pemaaf atau alasan 
pembenar”, maka prinsip tersebut tidak sesuai. Ada perbedaan yang mendasar 
pengertian pemaaf dalam hukum Islam dan maaf pada hukum pidana nasional. 
Pertama, dilihat dari otoritasnya misalnya, dalam hukum pidana Islam 
pemaafan diberikan oleh ahli waris korban kepada pelaku jarimah. Sedangkan 
dalam hukum pidana nasional pemaafan diberikan oleh undang-undang 
kepada sesorang yang melakukan tindak pidana karena mengalami gangguan 
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 jiwa, perkara daluwarsa. Kedua, dilihat dari penerapan hukumnya bahwa 
pemberian maaf dalam hukum Islam tidak menghilangkan hukuman kepada 
pelaku jarimah, namun hanya pengalihan hukuman. Sebagai contoh, sesorang 
yang melakukan jarimah qisos pembunuhan, apabila dimaafkan oleh ahli 
waris korban, maka pelaku jarimah harus membayar diyat atau tebusan.    
Alasan pembenar, Pertama, karena melaksanakan tugas negara. Seseorang 
yang melaksanakan tugas negara baik dalam hukum Islam maupun hukum 
pidana nasional.  
Pelaku jarimah tidak dapat dipidana karena mereka melakukan jarimah 
untuk melaksanakan tugas negara. Sehingga jarimah itu hapus karena 
melaksanakan tugas itu. Contohnya, seseorang melakukan pembunuhan 
sebagai algojo terhadap seseorang yang telah divonis hukuman mati oleh 
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka karena 
perbuatannya membunuh orang itu, mereka tidak dapat dipidana. Kedua, 
karena pembelaan, seseorang yang melakukan tindak pidana kerena 
pembelaan. maka ia tidak dapat di pidana, hal ini malah justru diperintahkan 
oleh Allah Swt. dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 194:7 
                    
                     
            
 
                                                          
      7 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara  
Penerjemah, 1976), hlm. 47. 
 Artinya :  
Bulan Haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati. 
Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, 
Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa. 
 
Melihat fenomena diatas, Hukum Islam  memang tidak mengatur 
istilah seponering secara tegas dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Hakikatnya, 
Seponering itu diberikan dalam keadaan sangat terdesak dan juga diperlukan 
masukkan dari beberapa Lembaga Negara seperti Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi dan DPR. Jadi tidak semata karena otoritas jaksa yang 
memiliki kewenangan tersebut. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan 
kewenangan jaksa ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan 
individu yang bersifat politis. Apabila dilihat dari cara pemberian seponering 
yang tidak dilakukan secara serampangan oleh Jaksa Agung, Hal tersebut 
secara tidak langsung juga sudah sesuai dengan Prinsip penegakan hukum 
Islam yang diharuskan melakukan ijtihad sebelum mengambil suatu keputusan 
hukum. Secara teoritis, Para ulama sepakat bahwa pada dasarnya hukum Islam 
ditetapkan adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari 
kemafsadatan, baik didunia maupun di akhirat.
8
 Segala macam kasus hukum, 
baik secara eksplisit diatur dalam Al-qur‟an dan hadits maupun yang 
dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut.  
Dalam kasus hukum yang secara eksplisit diatur dalam Al-qur‟an dan 
hadits dijelaskan dalam kedua sumber utama hukum Islam itu, kemaslahatan 
dapat ditelusuri melalui teks, jika kemashlahatan itu dijelaskan, maka 
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 kemashlahatan itu dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemashlahatan 
seperti ini lazim disebut dengan al-maslahah al mu‟tabarah.9 Berbeda halnya 
jika kemashlahatan tidak dijelaskan dalam kedua sumber itu, dalam hal ini 
peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan mashlahat 
yang terkandung dalam penetapan hukum. Oleh karena itu pemberian 
pengesampingkan perkara sebagaimana diatas juga didasari oleh hal-hal yang 
lebih diutamakan terciptanya kemaslahatan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa 
menurut hukum islam diperbolehkan mengambil suatu keputusan hukum. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan dua pokok 
permasalahan, yaitu : 
1. Bagaimanakah pemaknaan alasan demi kepentingan umum dalam 
penanganan perkara pidana yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung? 
2. Bagaimana Hukum Islam memandang Seponering demi kepentingan yang 
lebih luas? 
C. Tujuan 
Tujuan penulis melakukan penelitian ini ada dua, yaitu : 
1. Untuk mendeskripsikan alasan pemaknaan demi kepentingan umum oleh 
Jaksa Agung. 
2. Untuk mendeskripsikan sejauh mana pandangan Hukum Islam tentang 
kepentingan yang lebih luas. 
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 D. Manfaat  
Manfaat dari penelitian skripsi ini ada dua, yaitu : 
1. Manfaat Teoritis atau Akademis  
a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 
pengetahuan di bidang kepidanaan khususnya Hukum Pidana Islam. 
b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi mengenai 
seponering dalam perspektif hukum Islam. 
2. Manfaat Praktis  
a. Sebagai bahan referensi bagi penulisan lain yang berminat pada 
penulisan yang serupa dengan penulisan ini.  
b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi 
Jaksa Agung dan pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan 
yang akan datang.  
E. Kerangka Teori 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yang terkait 
dengan penelitian ini, yaitu : 
1. Teori Hukum Yuridis Normatif 
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 
konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula 
dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, 
 peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 
dengan penelitian ini.  
2. Teori Maslahah Mursalah 
Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-
Qur‟an, begitu juga perintah dan larangan  Nabi Muhammad SAW yang 
ada dalam Hadits, yang dianggap ada keterkaitan dengan hukum guna 
memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan 
tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai tujuan yang mendalam, 
yaitu sebagai  rahmat bagi umat manusia. Sebagai contoh, apabila terdapat 
suatu persoalan yang muncul berkaitan dengan kasus hukum yang didapat 
berdasarkan atas keuntungan yang sesuai dengan rasional yang tidak 
didukung oleh bukti tekstual , inilah yang disebut dengan al-mashalih al-
murshalah atau kerap disebut dengan istislah. 
Dalam perspektif  bahasa, maslahah bermakna dhidul mafsadah, 
berlawanan dengan kerusakan dalam arti menertibkan pekerjaan dan 
mencari  kepada kebaikan. Dengan kata lain maslahat adalah segala 
sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan 
berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Sementara menurut 
syara‟ para ushuliyun membaginya menjadi dua pengertian. Pertama, 
mengacu pada tujuan syariat yakni untuk kemaslahatan, yang artinya 
adalah sesuatu yang membawa kenikmatan atau mengarah kepada 
kenikmatan (jiwa dan raga, duniawi dan ukhrawi) dalam hal ini 
berlawanan dengan  kerusakan (mafsadah). Pengertian pertama ini tidak 
 jauh berbeda dengan perngertian maslahah dari segi bahasa. Bila 
disimpulkan, mengandung arti sesuatu yang dipandang baik oleh akal 
sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan 
(kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara dalam hukum. 
Ada beberapa alasan, mengapa maslahah mursalahdapat dijadikan 
sebagai metode penetapan hukum. Pertama, mengutamakan kebaikan. 
Yakni hal-hal yang diperlukan untuk menegakkan tujuan kehidupan 
dengan dasar yang sebaik-baiknya. Kedua, menghindarkan keburukan, 
yakni hal-hal yang merugikan manusia, baik sebagai perseorangan, 
maupun sebagai golongan, baik kerugian materil maupun moril. Ketiga, 
menutup jalan , hal ini didasarkan karena seringkali perbuatan yang 
dilarang dalam syara sebenarnya bukan karena dirinya sendiri, melainkan 
karena bisa mendatangkan perbuatan lain meskipun tidak disengajakan 
yang memang benar-benar dilarang. Keempat, perubahan masa. Hal ini 
didasarkan kaidah taghayur al-ahkam bi al-taghayur bi al-azman wa al-
amkinah. 
Apabila dikaji dalam sejarah ,metode istinbath hukum Rasulullah, 
sebagaimana dilakukan oleh para ushuliyyun, telah dicontohkan oleh Nabi 
Muhammad. Hal ini seperti kebolehan melakukan qiyas seperti desakan 
Umar-ibn Khattab terhadap Abu bakar untuk mengumpulkan mushaf Al-
quran. Alasannya, banyaknya huffadz yang gugur di medan perang, yang 
 dikhawatirkan hilangnya para penghafal Al-quran Pada mulanya Abu 
bakar menolak, pasalnya Nabi tidak pernah melakukannya.10 
Praktek Maslahah al-Murshalih yang telah dipraktekan oleh Nabi 
dan para sahabat, kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori yang 
komprehensif oleh al-Syathibi. Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya 
syariat ditetapkan untuk menunjukkan kemaslahatan hamba (mashalih al-
„ibad), baik didunia maupun diakhirat. Kemashlahatan inilah  dalam 
pandangannya, menjadi Maqashid al-Syariah. Dengan kata lain, penetapan 
syariat baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), 
didasarkan pada suatu „illat (motif penetapan hukum),yaitu mewujudkan 
kemashlahatan hamba. Mengembangkan hukum tuhan sebenarnya 
mengandung kontradiksi dalam dirinya. Dilihat dari segi bahwa hukum 
bersumber dari tuhan,maka tuhan tentulah bersifat permanen, 
mengedepankan universalitas,keseragaman dan keabadian sehingga istilah 
mengembangkan tampak tidak serasi disini sebab, istilah mengembangkan 
persoalannya adalah yang melakukannya adalah manusia, makhluk yang 
memiliki peradaban yang terus berkembang. Karenanya apa yang 
dicitakan adalah hukum yang menyamakan dirinya dalam berbagai 
suasana.11 
Arti penting teori Maslahah Murshalah yang pertama tersebut 
dianggap dapat memberi napas bagi produk-produk fiqih para ulama yang 
terlalu terpaku pada teks dan tanpa mengindahkan konteks. Lebih dari itu 
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 juga dapat menepis anggapan sementara orang bahwa hukum Islam adalah 
hukum yang mati, ambigu, bahkan terkadang, menurut mereka, kurang 
manusiawi. Oleh karena itulah, teori ushul fiqih dan maqashid al-syari‟ah 
harus dikawinkan untuk mengatasinya. 
F. Tinjauan Pustaka 
Telaah pustaka dalam penelitian ini membantu peneliti untuk 
mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti dapat 
membedakan antara penelitiannya dengan penelitian-penelitian tersebut 
diantaranya :  
Thesis yang berjudul Tinjauan Teoritis, Historis Yuridis dan Praktis 
terhadap wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi 
Kepentingan Umum ditulis oleh Arin Karniasari dari Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia pada tahun 2012 secara garis besar, penelitian ini 
ditinjau sangat rinci dengan beberapa analisis dari segi teoritis,historis, dan 
praktis. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak terdapat pandangan 
Hukum Islam. 
Skripsi berjudul Analisis Yuridis Pemberian Seponering oleh Jaksa 
Agung Ahmad Tojiwa Ram dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
pada tahun 2017. Penelitian ini membahas analisis Seponering secara Hukum 
Positif tanpa adanya definisi singkat menurut Hukum Islam. Perbedaan 
dengan penelitian ini terdapat pada Tinjauan Hukum Islam yang tidak ada 
sama sekali. Hanya terdapat Analisis secara Hukum Positif.  
 Skripsi Berjudul Praktik Pengesampingan perkara Pidana dengan 
Alasan Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia 
Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono dari Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia pada tahun 2018. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan 
pelaksanaan seponering oleh Jaksa Agung dilihat dari sudut pandang Yuridis 
dan Hukum Islam, Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tinjauan 
Hukum Islam khususnya teori Maslahah Murshalah yang tidak mengacu 
kepada salah satu teori atau pendapat tokoh. Sehingga pembahasan Hukum 
Islam tidak begitu detail. 
Jurnal Hukum yang berjudul Upaya Hukum Terhadap Deponering 
dalam Perpektif Hukum Progresif ditulis oleh Bryan Saputra Tambuwun pada 
tahun 2015. Secara umum jurnal ini menjelaskan tinjauan Hukum Positif 
secara konseptual yang menjadi dasar penetapan Seponering. Dalam jurnal 
tersebut juga dijalaskan adakah upaya-upaya hukum yang bisa digunakan 
untuk menggagalkan seponering. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian diatas 
tidak terdapat pandangan atau teori secara Hukum Islam dan hanya membahas 
dari sisi Hukum Progresif. 
Jurnal Hukum yang berjudul Kewenangan Deponering dalam Sistem 
Peradilan Pidana Indonesia ditulis oleh Marsudi Utoyo. Jurnal ini membahas 
Kewenangan Deponering dari sudut pandang Hukum Positif. Selanjutnya 
Jurnal ini juga membahas perbedaan Deponering dan SKPP Surat Keputusan 
penghentian penuntutan. Secara hukum Positif ada sedikit kesamaan yang 
 terdapat pada Perbedaan Deponering dan SKPP. Perbedaan jurnal ini dengan 
penelitian diatas tidak adanya tinjauan Hukum Islam secara singkat. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 
Research) dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, 
hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, leaflet, bulletin dan Internet. 
2. Sumber Data  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis 
normatif. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder. 
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau 
studi kepustakaan. Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a. Bahan Hukum primer yang berkaitan langsung dengan penelitian ini 
meliputi : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
4) UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik 
Indonesia 
5) Dalam Hukum Islam menggunakan Al‟quran, Hadist, Buku-buku 
Fiqh  Jinayah, Kitab-kitab Jinayah, Fiqh As-sunnah serta pendapat 
 para Ahli. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa Jurnal ilmiah, 
hasil penelitian, artikel, buku teks dan dokumen lain yang relevan 
dengan penelitian ini. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap 
bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks 
komulatif dan lain-lain. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi, 
dimana dalam metode ini berisikan data tertulis yang memberikan 
keterangan-keterangan dan penjelasan yang telah disimpan sebelumnya 
ataupun telah diarsipkan. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal 
memo, surat dan undang-undang.
12
Setelah semua data terkumpul, data 
tersebut diolah, diorganisasikan, dan dikelompokkan menurut pokok 
permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan gabungan kata analisis dan data. Analisis 
terhadap gejala-gejala tertentu. Sedangkan data diartikan sebagai 
keterangan yang benar dan nyata. Mengingat penelitian ini termasuk 
dalam kategori penelitian normatif, maka analisis dilakukan dengan cara 
kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan 
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 diinventarisasi, bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan  
pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang 
sistematis dan komperehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh 
untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru. 
H. Sistematika Penulisan  
Sisematika ini terdiri dari V BAB yang disusun secara sistematis, 
dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan skripsi ini. 
Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 
BAB I berupa pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara 
umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas 
meliputi, latar belakang,rumusan masalah,tujuan,manfaat penelitian kerangka 
teori,tinjauan pustaka. 
BAB II Landasan teori yang meliputi Pengertian Seponering, Dasar 
hukum seponering, dan Teori Maslahah Murshalah. 
BAB III dalam penelitian ini berisi tentang deskripsi data penelitian 
diantaranya membahas tentang Posisi Kasus Abraham Samad dan Budi 
Gunawan dan Asas-asas hukum yang berkaitan dengan seponering. 
BAB IV berupa uraian analisis data penelitian dengan menggunakan 
teori-   teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 
BAB V berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran-saran. 
 
 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
1.  Seponering 
1. Pengertian Seponering 
Istilah seponering dalam bahasa Belanda ada 2 (dua) istilah yang 
digunakan yaitu deponeren dan seponeren. Dalam bahasa umum 
deponeren bisa bermakna membuang.
13
 Sedangkan menghentikan 
penuntutan atau mengesampingkan perkara seperti yang dimaksudkan para 
ahli hukum di Indonesia adalah bukan deponering, melainkan seponering, 
bentuk kata benda seponeren. Seponeren artinya terzijde leggen 
(mengesampingkan), Niet niet vervolgen (tidak menuntut). Terminologi ini 
hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Het 
Nederlands Strafprocesrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) Belanda. Definisinya menyampingkan atau tidak 
melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan asas 
opurtunitas atau karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. 
Sinonim dari kata seponeren adalah sepot. Penghentian penuntutan 
karena dianggap tidak perlu (pertimbangan asas opputunitas) disebut 
dengan beleidssepot (penghentian secara kebijakan), sedangkan 
penghentian karena tidak cukup bukti disebut dengan technish sepot 
(penghentian secara teknis). Kewenangan atas seponeren atau sepot ini 
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 menurut strafprocesrecht ada ditangan Kepolisian dan Kejaksaan.
14
 
Deponering bentuk kata benda dari deponeren, menurut definisi dalam 
bahasa aslinya di negeri Belanda artinya menyerahkan, melapirkan, 
mendaftarkan. Ini bisa ditemukan dalam hukum dagang, administrasi 
maupun perpajakan. Het bedriif wilde zijn merknaam depoeneren 
(perusahaan itu ingin mendaftarkan dama merknya). Gedeponeerde merkm 
= merk terdaftar. Proses penyerahan, pelaporan atau pendaftarannya 
disebut deponering. Deponeren jaarstukken = laporan tahunan. Dalam 
bahasa sehari-hari deponeren bisa bermakna membuang. Sedangkan 
menghentikan atau mengesampingkan perkara seperti dimaksudkan para 
ahli hukum ditanah air adalah bukan deponering, melainkan seponering, 
bentuk kata benda dari seponeren. Seponeren artinya terzijde leggen 
(menyampingkan), niet vervolgen (tidak menuntut). Terminologi ini hanya 
dikenal dalam hukum pidana sebagai mana diatur Het Nederlands 
Strafprocesrecht (KUHAP Belanda). Definisinya menyampingkan atau 
tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan 
asas opportunitas atau karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke 
pengadilan.
15
 
Ketua Tim Penyusun RUU  KUHAP, Andi Hamzah berpendapat 
istilah atau kata seponering berasal dari kata kerja “seponeren” artinya 
“menyisihkan” atau yang dipakai sekarang dalam penerapan asas 
opurtunitas, ialah “menyampingkan perkara demi kepentingan umum” 
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 dengan kata dasar sepot. Pandangan Andi Hamzah itu juga disampaikan 
secara terbuka di depan peserta Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2010 
yang dillaksanakan Komisi Hukum Nasional. Dua pakar hukum pidana, 
Mardjono Reksodipuro den J.E. Sahetapy berada diacara tersebut ketika 
Andi Hamzah menyampaikan pandangannya. 
Kepada hukumoniline,
16
 Andi Hamzah bercerita ia baru menyadari 
kekeliruan penggunaan istilah deponering itu ketika hendak mengedit 
buku tulisan kakaknya, Andi Zainal Abidin (Pakar Hukum Pidana 
Universitas Hasanuddin), pada tahun 1950-an. Kala itu, dalam naskah 
buku Zainal Abidin selalu tertulis seponering. Andi Hamzah menduga 
terjadi kesalahan ketik secara beruntun. Karena itu, ia kembali ke 
Makassar untuk memastikan apakah ada kesalahan ketik. Ternyata tidak. 
Zainal Abidin menunjukkan referensi rujukan berbahasa Belanda yang 
menggunakan istilah seponering atau seponeren. Ketika melakukan studi 
banding ke Belanda untuk kebutuhan penyusunan. Andi Hamzah 
membuktikan bahwa hukum acara di Belanda menggunakan istilah yang 
dipakai adalah seponering, seponeren, atau sepot. 
2. Seponering dan kaitannya dengan Asas Hukum Pidana 
1. Asas Legalitas 
Asas legalitas adalah asas yang memegang peran utama dan 
sentral dalam hukum pidana tidak hanya di Indonesia namun di seluruh 
tata hukum di berbagai negara di dunia. Menurut pemahaman penulis, 
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 asas legalitas adalah jaminan setiap orang yang bersifat dasar dan 
primer dengan memberi batasan perbuatan apa yang dilarang secara 
tepat dan jelas. Asas ini melindungi setiap orang dari penyalahgunaan 
wewenang hakim. Jadi garis besar dalam asas ini, tidak boleh suatu 
perbuatan dianggap melanggar hukum, sebelum ada peraturan atau 
ketentuan yang mengatur dan tidak berlaku surut. Akhir-akhir ini 
diterima suatu konsep pemikiran bahwa hukum pidana bersifat 
subsider (ultimum remedium) oleh karenanya dihindarinya over-
kriminalisasi. Konkritnya adalah dicegahnya penciptaan hukum pidana 
yang terlalu banyak termasuk dengan sendirinya dalam praktik 
penerapannya. Hal ini sejalan dengan semangat teori restorative justice 
maupun pergerakan hukum progresif yaitu bahwa konsep pemidanaan 
yang lebih dipentingkan adalah restorasi demi memperoleh nilai 
“kemanfaatan” dan “keadilan” dari keberadaan hukum itu sendiri. Hal 
ini karena pidana (hukuman) itu bukan semata-mata bagian dari 
penjeraan lagi sebagai bagian dari balasan atas perbuatannya, akan 
tetapi banyak yang berpandangan ke depan kepada istilah 
“pemasyarakatan”, dan orang yang dipidana pun lebih sering disebut 
sebagai binaan ketimbang narapidana.  
Sama halnya dengan pemberian seponering oleh Jaksa Agung 
sebagaimana uraian diatas, menurut penulis jika dikaitkan dengan garis 
besar asas legalitas yang Asas legalitas ini sering diungkapan dalam 
bahasa Latin “nullum delictum nulla poena sine prae via lege” atau 
 ”nullum delictum nulla poena sine prae via lege poenali”, berasal dari 
Von Feuerbach, sarjana hukum pidana. Jerman (1775-1833). Dialah 
yang merumuskannya dalam pepatah latin, yaitu dalam bukunya 
Lehrbuch des Peinlinchen Recht (1801), dengan teorinya yang terkenal 
“Von Psycologischen Dwang”.17 Nullum delictum nulla poena sine 
prae via lege dalam bahasa Latin diartikan sebagai tidak ada delik dan 
tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. 
Ketentuan ini dalam RUU-KUHP 2015 nasional telah 
diakomodir ke dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: “Tiada seorang 
pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang 
dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. 
Dalam KUHP ketentuan mengenai asas legalitas ini telah diatur pula 
dalam Pasal 1 ayat (1), “Suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali 
berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. 
Perlu pula diperhatikan bahwa dengan istilah perbuatan (feit) itu dapat 
dipahami pula oleh orang dengan kata “peristiwa”, karena dengan 
istilah feit itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang 
dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang 
diharuskan. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan 
pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. 
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 Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan 
hukum pidana dari segi lain.  
Perkembangan hukum formil atau hukum acara pidana menganut 
asas yang serupa sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pasal 3 KUHAP 
menentukan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara-cara yang 
diatur dalam undang- undang ini”. Artinya asas legalitas bersifat 
absolut dalam hukum acara pidana. Asas adalah a fundamental truth or 
doctrine yang memiliki fungsi sebagai fondasi dari sistem hukum 
positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.
18
 
Terdapat pengertian umum diantara para ahli hukum pidana bahwa 
pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan pidana dapat dipidana 
kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang 
yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan adagium non 
obligat lex nisi promulgate yang berarti suatu hukum tidak mengikat 
kecuali telah diberlakukan. Ketentuan tersebut secara baku telah 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. 
Sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam buku Pipin Syarifin 
menuturkan asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:
19
 
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana 
kalau hal ini tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan 
undang- undang;  
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 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi (qiyas);  
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 
Sebetulnya terdapat empat makna yang terkandung dalam asas 
legalitas yang secara jelas tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dua 
dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang (de 
wetgevende macht), dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi 
hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh 
memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur (non- 
retroaktif). Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat 
dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang 
menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan 
pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, dan keempat, 
terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.
20
 
Makna yang terkandung dalam asas legalitas secara lebih rinci 
dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, sebagaimana 
dikutip dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, yang kemudian 
ditegaskan menjadi tujuh aspek, yaitu:
21
 
1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana 
menurut undang-undang;  
2. Tidak ada penerapan undang-undang berdasarkan analogi;  
                                                          
       
20
 Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan-HukumMateriel dalam Hukum Pidana  
Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 10. 
       
21
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 
2014), hlm. 47. 
 3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;  
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas;  
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;  
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan  
7. Penentuan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang- 
undang. 
Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang 
berati tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-
undang pidna sebelumnya adalah salah satu prinsip dalam hukum 
pidana yang dikenal dengan asas legalitas. Menurut sejarahnya, asas 
ini merupakan produk aliran klasik dalam hukum pidana yang 
bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-
wenanangan negara bukan untuk melindungi masyarakat dan negara 
dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum pidana modern. Paling 
tidak, ada empat makna asas legalitas. Pertama, terhadap ketentuan 
pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif atau nullum crimen 
nulla poena sine lege praevia atau lex praevia). Kedua, ketentuan 
pidana harus tertulis  dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum 
kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege scripta atau lex 
scripta). Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen 
nulla poena sine lege certa atau lex certa). Keempat, ketentuan pidana 
 harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen 
nulla poena sine lege stricia atau lex stricia).
22
 
Hal yang selalu menjadi pertanyan mendasar apakah asas 
legalitas dalam hukum pidana hanya berlaku dalam hukum pidana 
materiil ataukah juga dalam hukum pidana formil? Kiranya untuk 
menjawab pertanyaan tersebut, kita kembalikan kepada rumusan awal 
sebagaimana yang dikemukakan Anselm von Feuerbach. Nullum 
delictum nulla poena sine praevia lege poenali, bila diuraikan dalam 
tiga frasa yang dikemukakan Feuerbach, akan menjadi: 
1. Nulla poena sine lege yang berarti tidak ada pidana tanpa 
ketentuan pidana menurut undang-undang. 
2. Nulla poena sine crimine yang berarti tidak ada pidana tanpa 
perbuatan pidana. 
3. Nulla crimen sine poena legali yang berarti tidak ada perbuatan 
pidana tanpa pidana menurut undang-undang.
23
 
Beradasrakan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua 
fungsi, yaitu: 
1. Fungsi Melindungi yang berarti undang-undang pidana melindungi 
rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang 
2. Fungsi Instrumental instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang 
ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara 
tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi melindungi lebih pada hukum 
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 pidana materil yang mengacu pada frasa pertama( nulla poena sine 
lege) dan kedua (nulla poena sine crimine). Sementara itu, fungsi 
instrumentasi lebih pada hukum pidana formil yang mengacu pada 
frasa ketiga (nullum crimen sine poena legali). 
Bila dicermati, ketiga nullum crimen sine poena legali yang 
berarti “tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-
undang”. Dengan demikian, asas legalitas dalam hukum pidana 
meliputi hukum pidana materiil dan formil. Dalam hukum pidana 
materiil, asas legalitas berarti berarti tidak ada yang dapat dipidana, 
kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 
telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu, dalam 
hukum pidana formil asas legalitas brarti setiap perbuatan pidana harus 
dituntut. Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung 
tiga makna, yaitu:  
1. Lex scripta yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara 
pidana harus bersifat tertulis. 
2. Lex crta yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan 
yang jelas. 
3. Lex stricta yang berarti bahwa hukum acar pidana harus ditafsirkan 
secara ketat.  
Tegasnya, kalaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara 
pidana, penafsiran tersebut bersifat restriktif. Hal yang dapat dipahami 
mengingat sifat kersemian dalam hukum acara pidana dan karakter 
 hukum acara pidana yang sedikit lebih banyak mengekaang hak asasi 
manusia. Legalisme yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tata 
cara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara 
pidana kendatipun legalisme itu sendiri menurut Philippe Nonet 
cenderung membuat frustasi pada tujuan hukum itu sendiri cendrung 
mengesampingkan kebenaran materiil suatu tindak pidana. Setiap 
ketentuan hukum itu berakar pada suatu asas hukum, yakni suatu nilai 
yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara adil dan 
tepat. Paul Scholten dalam buku Arief Sidharta mengatakan bahwa 
asas hukum itu adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan 
di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan 
perundang-undangan, dan dijabarkan ke dalam bentuk putusan-putusan 
pengadilan.
24
 Oleh karena itu asas dapat bersifat umum karena dapat 
ditemukan di dalam ajaran hukum dan dapat bersifat khusus karena 
sudah terekstrasi ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
Apabila dikaitkan dengan penjatuhan pidana kepada orang yang 
telah melakukan perbuatan pidana, dasar pokok yang digunakan adalah 
norma yang tertulis. Akan tetapi mengenai dilarang dan diancamnya 
suatu perbuatan dalam hukum pidana materiil, terdapat dasar pokok 
yaitu asas legalitas (principle of legality) yang menentukan bahwa 
tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
                                                          
         
24
 Ibid, hlm. 3. 
 tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.
25
 
Sedangkan dalam hukum pidana formil, asas legalitas yang dimaksud 
adalah kewajiban untuk menuntut setiap perkara pidana di muka 
pengadilan apabila semua persyaratan penuntutan terpenuhi. 
2. Asas Oportunitas 
Dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, asas 
oportunitas dapat diartikan sebagai asas hukum yang memberikan 
wewenang kepada jaksa agung untuk melakukan penuntutan, kepada 
seseorang atau korporasi, demi kepentingan umum. Produk hukum dari 
asas oportunitas disebut seponering atau pengesampingan perkara, 
yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum. 
payung hukum Jaksa Agung dalam menerapkan asas oportunitas 
adalah Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, 
yang menegaskan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang 
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Berkaitan dengan 
asas oportunitas, diambil kesimpulan bahwa kepentingan umum 
identik dengan kepentingan negara. Penerapan asas oportunitas oleh 
Jaksa Agung sampai sekarang ini adalah sangat insidentil sekali. 
Karena pada saat itu yang berperkara adalah seorang dua pimpinan 
KPK, yang dianggap apabila kasus tersebut dilanjutkan, maka 
dikhawatirkan terganggunya pemberantasan korupsi di Indonesia. 
Namun, karena pemberian sepoenering  ini bersifat insidental maka 
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 secara umum semua perkara kejahatan dapat dituntut ke muka 
pengadilan jika cukup buktinya dan dilakukan penuntutan sebagaimana 
yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. 
Hukum dibuat untuk ditaati oleh suatu kelompok masyarakat. 
Bukan malah sebaliknya. Hukum adalah produk sebuah kebudayaan 
yang didasarkan pada akal budi dan kearifan. Tujuan dibuat hukum 
agar ada harmoni dalam kehidupan. Ada keadilan, tidak ada salah satu 
atau kelompok masyarakat yang merasa didzalimi atau teraniaya. Jadi 
sebuah produk hukum seharusnya selalu menjadi kesepakatan yang 
mengarah kepada tatanan masyarakat yang berkeadilan. Hanya 
maslahnya hukum itu hasil karya cipta manusia. Dimana pembuat 
hukum terkadang memiliki keterbatasan pemikiran, sehingga ada atau 
mungkin banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman. Atau sebaliknya, produk hukumnya sudah 
benar, namun hukum tersebut ditafsirkan oleh penegak hukum sesuia 
dengan selearanya masing-masing. Tidak mengikuti hakekat sebuah 
produk hukum dibuat. Maka wajar apabila ada produk hukum yang 
sama, namun bisa diartikan bebeda oleh pemakail hukum tersebut. 
Namun perlu disadari, bahwa hukum diciptakan bukan hanya 
semata-mata “menghukum”. Hukum dibuat untuk kemaslahatan dan 
keadilan dalam pengertian yang sebenarnya. Sehingga walaupun 
seseorang bisa dijadikan tersangka, terduga, terdakwa, akan tetapi 
penetapan itu tetap harus didasarkan hati nurani dan akal budi. Dan 
 yang lebih pentingnya lagi, adalah sebuah keputusan hukum 
diterapkan untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Negara modern 
dimanapun di dunia menjunjung supremasi hukum Masing-masing 
negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khas karena memiliki 
latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda, 
tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-
batas negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan 
menghilangkan perbedaan. Sistem hukum suatu negara akan terbentuk 
dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan 
organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum negara itu sendiri.  
 Hal tersebut sesuai dengan hakekat tujuan didirikannya negara 
Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. 
Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, 
politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh 
hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat 
diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (rule of law). 
Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan 
kedudukan di dalam hukum (equality before the law) dan supremasi 
hukum (supremacy of law). Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 
dinyatakan, bahwa “Segala warganegara bersamaan kedudukannya 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak akan kecualinya”.  
 Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan 
pemerintahan, setiap warga Negara yang terbukti melanggar hukum 
yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang 
dilakukannya. Bisa dikatakan,hukum tidak memandang siapa itu 
pejabat, rakyat sipil atau militer, jika melanggar hukum akan mendapat 
sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu sudah 
sewajarnya jika setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, baik 
perbuatan yang melanggar hukum atau bukan melanggar hukum akan 
memperoleh akibat dari perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Karni yang menjelaskan bahwa:26 
Bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan-aturan 
untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, 
bagi barang siapayang melanggar larangan tersebutmenentukan kapan 
dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 
telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana 
itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka. Secara 
sederhana deponering dapat diartikan sebagai wewenang Jaksa Agung 
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas 
oportunitas. Juga dapat dipahami sebagai wewenang tidak menuntut 
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 karena alasan kebijakan. Jadi perkara yang bersangkutan tidak 
dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi dikesampingkan”. 
Hal ini ditegaskan pada Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang 
menyatakan “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan 
kepentingan umum”. Dimana yang dimaksud dengan kepentingan 
umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan 
masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang 
hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran 
dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai 
hubungan dengan masalah tersebut. Jadi, hanya Jaksa Agung lah yang 
berwenang dalam deponering ini. Oportunitas bisa diartikan sebagai 
asas prerogatif Jaksa Agung yang mana merupakan sebagai 
pengecualian untuk melanjutkan sebuah perkara ke persidangan 
dengan dalih kepentingan umum. Indonesia sebagai penganut hukum 
dasar tertulis dan juga hukum dasar tidak tertulis yang berupa adat 
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek 
penyelenggaraan negara.  
Dalam praktik pengesampingan perkara pidana demi kepentingan 
umum terdapat beberapa asas yang melegitimasi kebijakan ini. Dari 
beberapa asas yang ada, terdapat 1 (satu) asas dasar yang menonjol 
yaitu asas opportunitas sebagai asas pembenar adanya kebijakan 
 pengesampingan perkara pidana dengan tujuan demi kepentingan 
umum. Secara teoritis terdapat singgungan yang sangat menonjol 
dengan adanya penerapan asas oportunitas, yaitu singgungan antara 
asas legaliltas yang sejauh ini menjadi asas utama dan primadona 
dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Di Indonesia, terdapat 
berbagai penerobosan terhadap asas legalitas, baik dalam tataran aturan 
hukum maupun praktik hukum. Asas legalitas sudah tidak 
diberlakukan secara absolut, serta tidak lagi dianggap sebagai 
kebenaran absolut yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Namun 
demikian, pikiran-pikiran yang berkembang masih berdasarkan asumsi 
bahwa asas legalitas merupakan asas yang harus dijunjung tinggi, 
sehingga berbagai penerobosan hanya dianggap sebagai pengecualian 
yang sangat limitatif, serta menempatkan pikiran-pikiran tersebut 
sebagai sekedar pelengkap dari asas legalitas. Satu diantara beberapa 
penerobosan terhadap asas legalitas tersebut adalah asas oportunitas. 
Dalam sistem penuntutan, sudah lama dikenal “asas oportunitas” atau 
“asas kebijaksanaan menuntut” atau asas discretionary prosecution. 
Belakangan dinamakan juga sebagai “asas expediency” (dalam Kamus 
Bahasa, padanan atau sinonimnya adalah appopriatness, kelayakan; 
pragmatism, pragmatikal, practicality, praktikal; usefulness, 
kemanfaatan).
27
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 Diskresi yang berlandaskan asas oportunitas di Indonesia ini 
sepadan dengan penyampingan perkara karena alasan kebijaksanaan 
atau beleidssepot Belanda. Baik di Indonesia maupun di Belanda, asas 
oportunitas yang merupakan lawan dari asas legalitas ini, dipahami 
sebagai asas yang memberikan diskresi kepada penuntut umum untuk 
tidak melakukan penuntutan meskipun syarat-syarat bukti yang cukup, 
adanya tersangka, tidak daluwarsa terpenuhi, atau dengan kata lain 
pengesampingan perkara atas perkara yang sudah terang dan jelas 
buktinya. Makna harfiah tentang asas opportunitas adalah ketepatan, 
kepantasan, menguntungkan, saat yang tepat, layak, kesempatan, dan 
manfaat yang baik.
28
 Jelas sekali bahwa asas ini tiada lain adalah 
bertujuan untuk memberi kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan 
yang baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud 
kosa-kata opportunitas sendiri.  
Asas opportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu 
kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan/tidak 
menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, walaupun cukup 
bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Pasal 
35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia mencantumkan bahwa wewenang 
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini hanya dimiliki 
oleh Jaksa Agung. Asas opportunitas lebih merupakan suatu 
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 kebijaksanaan yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung guna 
memotong salah satu mata rantai proses peradilan, karena mata rantai 
proses peradilan itu tiada lain adalah penyidikan-penuntutan-
pemeriksaan di muka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan 
(eksekusi). Kewenangan untuk tidak menuntut atas pertimbangan 
kepentingan umum, disebabkan lebih banyak mudaratnya daripada 
manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat. 
3. Asas Equality before The Law  
Asas equality before the law adalah suatu asas kesamaan 
menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di 
dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama. Pada istilah equality 
before the law sesungguhnya lazim digunakan dalam hukum tata 
negara. Alasannya, karena hampir setiap negara mencantumkan 
masalah ini dalam konstitusinya.
29
 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa, 
negara Indonesia adalah negara hukum.Sejalan dengan ketentuan 
tersebut maka salah satu prinsip- penting negara adalah adanya 
jaminan kesamaan, kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum 
(equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, 
serta perlakuan yang sama di  hadapan hukum.
30
 Asas persamaan di 
                                                          
       
29
 Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 
(Yogyakarta: Laksbang, 2010), hlm. 32. 
       
30
 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2006), hlm. 127. 
 dalam hukum atau yang sering disebut dengan equality before the law, 
diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya 
akses untuk memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang 
tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting 
artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada 
tidaknya kepatuhan terhadap hukum. Terlebih lagi halnya dengan 
aparatur pemerintah mengingat mereka adalah inisiator dari “due 
process of law” (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan 
pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat 
mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.
31
  
Apabila asas ini dikaitkan dengan pemberian seponering bagi 
dua pimpinan KPK yakni Bambang Widjojanto dan Abraham Samad 
yang saat itu kasusnya dihentikan atas dalih dikesampingkan demi 
kepentingan umum, sebetulnya rawan menimbulkan polemik. 
Mengapa demikian.? Sebab, orang awam akan menganggap 
seponering adalah bentuk dari kekebalan hukum dan penyelewengan 
terhadap asas equality before the law. Oleh sebab itu Jaksa Agung 
selaku pihak yang memiliki hak prerogatif tersebut membutuhkan 
saran dan pendapat kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki 
keterkaitan seperti, Kementertian Hukum dan HAM, DPR, Mahkamah 
Agung atau bahkan Presiden. 
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 2. Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam 
Pengertian hukum islam dapat diketahui berdasarkan dua istilah atau 
kata dasar yang membangunnya yaitu kata „hukum‟ dan „Islam‟.Hukum 
dapat diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Hukum dapat 
dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma 
itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan 
ditegakkan oleh penguasa. Kata kedua yaitu „Islam‟, mengandung arti 
sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. 
untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga 
mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk 
memeluknya Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama 
Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan 
kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di 
dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata „hukum‟ dan 
„Islam‟ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang lebih 
singkat, pengertian hukum islam dapat dedefinisikan singkat sebagai 
hukum yang bersumber dari ajaran Islam. 
  
 2. Sumber Hukum Islam 
Dalam menetapkan suatu metode penetapan hukum dalam Islam, 
terdapat sumber-sumber hukum yang telah disepakati oleh mayoritas 
Fuqaha dan menjadi wajib untuk diikuti karena perintahnya jelas yang 
berupa dalil-dalil dan diturunkan langsung oleh Allah SWT. Jumhur 
Fuqaha sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada 
umumnya ada empat, yaitu: 
a. Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an itu ialah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. 
kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rahmat dan petunjuk bagi 
manusia dalam hidup dan kehidupannya. Secara bahasa quran berasal 
dari kata qira‟ah, yakni masdar dari kata qara‟a, qira‟atan, qur‟anan. 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. al Qiyamah:17-18.
32
 
                          …   
Artinya:  
Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di 
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah 
selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu. 
 
Setelah menjelaskan definisi Alquran baik secara bahasa maupun 
istilah, maka ada beberapa hal yang perlu untuk digaris bawahi terhadap 
soal Alquran, yakni: 
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 1) Alquran tidak tersusun atas masalah-masalah hukum. 
2) Legislasi Alquran bersifat prinsip umum artinya dari keseluruhan ayat 
Alquran, hanya 5,8 % saja yang merupakan ayat-ayat hukum, yakni 
ibadah sebanyak 140 ayat, hukum keluarga sebanyak 70 ayat, ekonomi 
dan kontrak sebanyak 70 ayat, pidana sebanyak 30 ayat, peradilan 
sebanyak 13 ayat, hak dan kewajiban warga negara 10 ayat, hubungan 
ummat muslimin dengan non-muslim sebanyak 25 ayat, hubungan 
kaya dengan miskin sebanyak 10 ayat. Dari ayat-ayat hukum tersebut 
hanya 80 ayat saja yang secara eskplisit menggunakan kata hukum. 
Sanksi dari pelanggaran hukum-hukum yang ditetapkan oleh Alquran 
adalah bersifat moral, hanya ada beberapa yang bersifat konkrit seperti 
potong tangan dan rajam. 
b. As Sunnah 
Hadis dalam hukum Islam dianggap sebagai mashdarun tsanin 
(sumber kedua) setelah Al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas dan 
penyempurna ajaran-ajaran Islam yang disebutkan secara global dalam 
Al-Quran. Bisa dikatakan bahwa kebutuhan Al-Quran terhadap hadis 
sebenarnya jauh lebih besar ketimbang kebutuhan hadis terhadap Al-
Quran. Meskipun demikian, seorang Muslim tidak dibenarkan untuk 
mengambil salah satu dan membuang yang lainnya karena keduanya 
ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Untuk 
menetapkan hukum Islam, pertama kali para ulama harus menelitinya 
di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu, baru mencari bandingan dan 
 penjelasannya di dalam hadis-hadis Nabi karena pada dasarnya tidak 
satupun ayat yang ada dalam Al-Quran kecuali dijelaskan oleh hadis-
hadis Nabi. Dengan ketetapan beberapa ayat dan hadis tersebut, 
seorang ulama bisa memutuskan hukum-hukum agama sesuai dengan 
persoalan yang dihadapi, tentunya dengan dukungan ilmu dan 
perangkat pengetahuan yang mumpuni terhadap kedua sumber 
tersebut. 
Menurut Abdul Wahab Khallaf, seorang ahli hukum Islam 
berkebangsaan Mesir, hadis mempunyai paling tidak tiga fungsi utama 
dalam kaitannya dengan Al-Quran: Pertama, hadis berfungsi sebagai 
penegas dan penguat segala hukum yang ada dalam Al-Quran seperti 
perintah shalat, puasa, zakat dan haji. Abdul Wahab Khallaf 
mengatakan, “Adakalanya hadis berfungsi sebagai penegas dan 
penguat terhadap hukum yang ada dalam Al-Quran”. Kedua, hadis 
juga berfungsi sebagai penjelas dan penafsir segala hukum yang 
bersifat global dalam Al-Quran. “Adakalanya hadis berfungsi sebagai 
penjelas dan penafsir terhadap hukum global/umum yang disebutkan 
dalam Al-Quran”. Ketiga, hadis juga berfungsi sebagai pembuat serta 
memproduksi hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran seperti 
hukum mempoligami seorang perempuan sekaligus dengan bibinya, 
hukum memakan hewan yang bertaring, burung yang berkuku tajam 
dan lain sebagainya. Khallaf kembali mengatakan sebagai berikut. 
 “Adakalanya hadis berfungsi sebagai penetap dan pencipta hukum 
baru yang belum disebutkan oleh Al-Quran.” 
c. Ijma‟ 
Ijma' ulama adalah kesepakatan para ulama yang mengambil 
simpulan berdasarkan dalil-dalil Al quran atau hadis. Para ulama 
mengambil ijma' karena dalam Al quran ataupun hadis tidak dijelaskan 
secara teperinci sebuah ketetapan yang terjadi pada masa itu atau kini. 
Dengan demikian, para ulama mengadakan rapat dan membuat 
kesepakatan sehingga hasil rapat atau kesepakatan tersebut menjadi 
ketetapan hukum. Ijma ulama tidak boleh bertentangan dengan al-
Qur'an ataupun hadis. 
d. Qiyas 
Secara bahasa Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan 
artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum 
ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, 
manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu 
sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijmak dan Kias sifatnya 
darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan 
pada masa-masa sebelumnya. 
Hukum-hukum dari keempat sumber tersebut wajib untuk diikuti. 
Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan kedudukan dan 
kepentingannya. Jadi, apabila tidak terdapat dalam hukum suatu peristiwa 
dalam Al-qur‟an baru dicari dalam Sunnah, jika masih tidak terdapat 
 dalam As-sunnah maka, dicari melalui proses Ijma‟ dan kalau masih tidak 
ditemukan lagi dalam Ijma‟ maka dicari dalam sumber hukum Qiyas. 
Selain keempat sumber hukum Islam yang disebutkan diatas, terdapat juga 
sumber-sumber hukum lain yang banyak diperselisihkan tentang mengikat 
atau tidaknya. Sumber hukum tersebut yaitu: 
e. Maslahah Murshalah 
Definisi menurut bahasa, Maslahah berarti manfaat dan 
kebaikan. Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab 
dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata 
maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa 
kemanfaatan dan menolak kerusakan.
33
 Menurut bahasa aslinya kata 
maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan,  خهص, هصي خ , 
artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.
34
 Sedang kata 
mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-
Qur‟an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. 
Sedang Murshalah berarti terlepas. Menurut istilah , Maslahah 
murshalah adalah kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara‟ 
dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh 
mengambil atau menolaknya.  
Pada hakekatnya, Maslahah mempunyai dua sisi, yaitu sisi 
positif (ijabi) dan sisi negatif (salabi). Sisi positif berupa 
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 merealisasikan kebijakan (Ijad al-manfaah). Sedangkan sisi negatif  
berupa menolak kerusakan atau bahaya (daf‟ al-mafsadah).35  Secara 
etimologis, arti al- Maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, 
kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan.
36
 Secara terminologis, 
mashlahat telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usul al-fiqh.  
Sebagaimana Asmawi mengutip pendapat as-Shatibi tujuan dari 
diterapkan  tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama 
pemenuhan tuntutan syari‟at (taklîf), yaitu berupa usaha untuk 
menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah 
(awâmir) dan mempertahankan (ibqâ‟) dari kehancurannya dengan 
menjahui larangan-laranganya (nawâhi) yang terkandung dalam 
syarî‟at tersebut. dalam kitabnya (al-Muwafaqat) dalam perspektif 
bahasa, Maslahah bermakna didhul mafsadah, berlawanan dengan 
kerusakan dalam arti menertibkan pekerjaan dan menghantarkan 
kepada kebaikan.
37
 Dengan kata lain maslahat adalah segala sesuatu 
yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan 
berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. 
Maslahah dalam bahasa Arab berarti pebuatan yang mendorong 
kebaikan kepada manusia. Secara umum berarti segala sesuatu yang 
bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan 
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 (kebahagiaan) atau dalam arti menolak (kerusakan).
38
 Menurut Abdul 
Wahab Khallaf sebagaimana yang dikutip oleh M.Usman memberikan 
dua batasan dalam pengertiannya, yaitu „urf dan syara‟. Al Maslahah 
dengan maksud „urf adalah sebab yang menimbulkan kebaikan dan 
manfaat. Sedangkan Maslahah secara syara‟ ialah sebab yang 
membawa dan melahirkan maksud asy-syari‟ (kebaikan) yang 
ketentuan hukumnya tidak ada dalil yang membolehkan atau 
melarangnya.
39
 Sementara menurut syara‟, para ushuliyun 
membaginya menjadi dua pengertian. Pertama, mengacu pada tujuan 
syariat yakni untuk kemaslahatan, yang artinya adalah sesuatu yang 
membawa kenikmatan atau mengarah kepada kenikmatan (jiwa dan 
raga, duniawi dan ukhrawi) dalam hal ini berlawanan dengan  
kerusakan (mafsadah). Pengertian pertama ini tidak jauh berbeda 
dengan pengertian Maslahah dari segi bahasa. Bila disimpulkan, 
mengandung arti sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena 
mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi 
manusia, sejalan dengan tujuan syara dalam hukum. 
Apabila ada suatu persoalan yang muncul berkaitan dengan 
kasus-kasus hukum yang sesuai dengan rasional namun tidak didukung 
oleh bukti tekstual , inilah yang disebut dengan al-mashalih al-
murshalah atau kerap disebut dengan istislah. Ada beberapa alasan, 
mengapa Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai metode 
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 penetapan hukum. Pertama, mengutamakan kebaikan, yakni hal-hal 
yang diperlukan untuk menegakkan tujuan kehidupan dengan dasar 
yang sebaik-baiknya. Kedua, menghindarkan keburukan, yakni hal-hal 
yang merugikan manusia, baik sebagai perseorangan, maupun sebagai 
golongan, baik kerugian materil maupun moril. Ketiga, perubahan 
masa atau zaman. 
1. Tingkatan dan Jenis Maslahah 
Ditinjau dari materinya, para ulama ushul fikh membagi 
Maslahah menjadi dua : 
a. Maslahah „Ammah 
Maslahah al ammah adalah kemaslahatan umum yang 
menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini 
tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk 
kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan 
membunuh penyebar bid‟ah yang dapat merusak akidah umat, 
karena menyangkut kepentingan orang banyak. 
b. Maslahah Khashah. 
Maslahah khashsah adalah kemaslahatan pribadi. 
Maslahah khashsah ini sering terjadi dalam kehidupan kita 
seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan 
hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.  
Sedangkan dilihat dari segi keberadaan Maslahat itu sendiri, 
syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu: 
 1. Maslahah Mu‟tabarah 
Maslahah Mu‟tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung 
oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk 
dan jenis kemaslahatan tersebut. Dalam kasus peminum 
khamer misalnya, hukuman atas orang yang meminum 
minuman keras dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan 
oleh para ulama fikh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang 
digunakan oleh Rasulullah SAW. Maslahah menjaga agama, 
nyawa, keturunan (juga maruah), akal dan nyawa. Syarak telah 
mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk 
menjaga nyawa, hukuman hudud kepada penzina dan penuduh 
untuk menjaga keturunan (dan juga maruah), hukuman sebatan 
kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman 
potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta. Contoh lain 
adalah fatwa „Umar bin Khaththâb tentang hukuman bagi 
peminum minuman keras.  
2. Maslahah Mulghah 
Maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak 
karena bertentangan dengan hukum syara‟. Ini bukanlah 
Maslahah yang benar, bahkan hanya disangka sebagai 
Maslahah atau ia adalah Maslahah yang kecil yang 
menghalang Maslahah yang lebih besar daripadanya. Misalnya, 
kemaslahatan harta riba untuk menambah kakayaan, 
 kemaslahatan minum khomr untuk menghilangkan stress, 
Maslahah orang- orang penakut yang tidak mau berjihad, dan 
sebagainya. Contoh lain fatwa seorang faqîh tentang hukuman 
seorang raja yang melakukan hubungan badan di siang hari 
bulan Ramadan. Yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-
turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang 
faqîh, memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si 
raja sehingga ia menghormati bulan Ramadhan dan 
melaksanakan puasa. Hal ini disebabkan kondisi kehidupan 
sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah 
memerdekakan budak. Namun jika dilihat dari kaca mata teks 
syarî‟at, maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan teks 
Sunnah. Sunnah menyatakan bahwa orang yang melakukan 
hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dikenakan 
hukuman dengan memerdekaan budak, berpuasa dua bulan 
berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. 
Bentuk-bentuk hukuman tersebut dilaksanakan secara berurut. 
Pertama-tama memerdekaan budak, jika tidak mampu, maka 
berpuasa dua bulan berturut-turut, jika masih tidak mampu 
maka memberi makan 60 orang fakir miskin.  
3. Maslahah Mursalah 
Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak 
didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, namun ia 
 mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash 
yang ada. Jadi, Maslahah ini adalah satu keadaan di mana tiada 
dalil khas daripada Syara‟ yang mengi‟tibarkannya dan tidak 
ada hukum yang telah dinashkan oleh Syara‟ yang 
menyerupainya, yang mana boleh dihubungkan hukumnya 
melalui dalil Qiyas. Tetapi pada perkara tersebut terdapat satu 
sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu 
kepadanya kerana ia mendatangkan Maslahah atau menolak 
mafsadah. Contohnya tindakan Abu Bakar yang 
memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk 
mengumpulkan Al-Qur‟an menjadi satu mushaf. Padahal 
tindakan ini tidak pernah ditemui di masa Rasulullah. Alasan 
yang mendorong tindakan Abu bakar tersebut adalah semata-
mata karena kemaslahatan. Yaitu menjaga Al-Qur‟an agar tidak 
punah dan agar kemutawatiran Al-Qur‟an tetap terjaga, di 
sebabkan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Qur‟an gugur 
di medan pertempuran.  
Jika dilihat dari kepentingan dan kualitasnya, Para ahli fiqh 
menjelaskan dari kitabnya asy-Syatibi yang membagi Maslahah itu 
menjadi tiga bagian yaitu : 
a. Al- Maslahah ad-dharuriyyah (primer) adalah sesuatu yang 
harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. 
Dan apabila tidak ada akan menimbulkan kerusakan bahkan 
 menghilangkan hidup dan kehidupan. Yang termasuk maslahat 
daruriyyat adalah memelihara agama (al-adin) untuk 
memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah 
kepada Allah, menjalani semua perintahNya dan menjauhi 
semua laranganNya, memelihara jiwa (al-nafs) untuk 
memlihara agama maka agama mengharamkan pembunuhan 
tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi 
hukuman qishas, memelihara keturunan (an-nash) untuk 
memelihara keturunan maka agama mengharamkan zina, dan 
bagi yang melakukannya akan dikenai sanksi dera, memelihara 
harta (al-maal) untuk memelihara harta benda maka agama 
mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi 
siksaan. dan akal (al-„aql) untuk memelihara akal maka agama 
mengharamkan minum khomr. 
b. Al-Maslahah al-Hajiyyah (sekunder) adalah sesuatu yang 
sebaiknya ada agar keberadaannya dapat menyempurnakan 
lima kemaslahatan pokok. Apabila hal tersebut tidak ada tidak 
akan menimbulkan kesempitan (masyaqah). Contohnya 
menikahkan anak-anak dibawah umur dalam keadaan hamil. 
c. Al-Maslahah at Tahsiniyyat (Tersier) yaitu mempergunakan 
segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan 
yang baik dan semuanya dicakup oleh mahasinul akhlaq. 
Seperti menikahkan seorang perempuan dengan laki- laki yang 
 sederajat. Seperti menikahkan seorang perempuan dengan laki- 
laki yang sederajat. 
3. Alasan Ulama yang menjadikan hujjah Maslahah Murshalah 
Maslahah mursalah sebagai metode penetapan hukum yang 
mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara 
umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain 
maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, 
namun tetap terikat pada konsep syari‟ah yang mendasar. Karena syari‟ah 
sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara 
umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah 
kemazdaratan (kerusakan). Madzhab Maliki sebagai pembawah bendera 
Maslahah murshalah sebagaimana disebutkan mengemukakan tiga alasan 
sebagai berikut:
40
 
a. Bentuk Maslahah tersebut harus selaras dengan tujuan-tujuan syari‟at, 
yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip dasarnya, dan juga tidak menabrak garis ketentuan nash atau 
dalil-dalil yang qath‟i. dengan kata lain bahwa kemashlahatan tersebut 
sesuai dengan tujuan-tujuan syari‟at, merupakan bagian 
keumumannya, bukan termasuk kemashlahatan yang gharib, kendati 
tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya. 
b. Kemashlahatan tersebut adalah kemashlatan yang rasional, maksudnya 
secara rasional terdapat peruntutan wujud kemashlahatan terhadap 
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 penerapan hukum. Misalnya pencatatan administrasi dalam berbagai 
transaksi akan menetralisir persengketaan atau persaksiaan palsu. 
Dalam kaitannya dengan konteks syariat hal semacam ini selayaknya 
diterima. Beda halnya dengan pencabutan hak talak dari suami dan 
menyerahkan kewenangan pada qadli (hakim), keputusan kontropersial 
semacam ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan garis 
ketentuan syariat. 
c. Mashlahah yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersukup 
universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Karena 
hukum-hukum syariat diberlakukan untuk semua manusia. Karenanya 
penetapan hukum tidak selayaknya mengacu secara khusus pada 
kepentingan-kepentingan pejabat, penguasa atau bermotif nepotisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN  
 
A. Posisi Kasus 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menjelaskan kronologi 
penetapan Abraham Samad sebagai tersangka sampai dengan dikeluarkannya 
putusan  seponering yang diberikan oleh Jaksa Agung. Abraham Samad lahir 
di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966, Abraham menyelesaikan 
jenjang sarjana strata 1 hingga strata 3 di Universitas Hasanuddin. Abraham 
Samad meraih gelar Doktor di Universitas yang sama pada 2010. Memulai 
karir di bidang hukum sebagai konsultan hukum, Abraham kemudian 
menggagas berdirinya Anti Corruption Committee (ACC) di Sulawesi Selatan 
dan menjadi kordinatornya. Melalui LSM ini, Abraham ingin mendorong 
terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Abraham juga pernah menjadi 
Tim Penasehat Hukum Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi. 
Ketua KPK termuda ini terpilih setelah meraih 43 suara dari total 56 suara 
dalam proses pemungutan suara di Komisi Hukum DPR RI.
41
 
Ketua KPK RI periode 2011-2015, Abraham Samad ditetapkan sebagai 
tersangka dalam kasus dugaan pembuatan dokumen dan paspor palsu tahun 
2007 oleh Bareskrim Polri, sementara Wakil Ketua KPK RI periode 2011-
2015. Kasus ini cukup menyita perhatian publik sebab menghadapkan antara 2 
(dua) institusi besar dan penting dalam penegak hukum di Indonesia sehingga 
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 muncul istilah “Cicak VS Buaya Jilid II”. Kasus keduanya ramai diberitakan 
sebab kasus tersebut melibatkan 2 lembaga negara, yakni KPK dan POLRI. 
Tindakan KPK yang dinilai sangat berani namun berimplikasi kusutnya situasi 
politik negara ini adalah karena waktu itu Budi Gunawan sedang dalam proses 
fit and propertest di DPR RI untuk pemilihan sebagai calon Kapolri. Abraham 
Samad dan Bambang Widjojanto memperoleh pengesampingan perkara 
pidana demi kepentingan umum karena pertimbangan bahwa keduanya adalah 
pimpinan KPK RI. Apabila keduanya dipidana karena tindak pidana yang 
dinilai berbobot ringan hanya karena mengusut kasus besar korupsi beberapa 
pejabat Polri, timbul kekhawatiran bahwa publik akan menilai seolah terdapat 
pelemahan upaya penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap korupsi 
sebagai extra ordinary crime.  
Adapun kronologi perkara Abraham Samad yang juga ditetapkan sebagai 
tersangka dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat atau tindak pidana 
Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut:  
1. Bermula pada tanggal 29 Januari 2015, Ketua LSM Lembaga Peduli KPK 
dan Polri, Chairil Chaidar Said, melaporkan Feriyani Lim Fransisca
42
 ke 
Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen dengan nomor laporan 
polisi: LP/109/H/2015/Bareskrim tertanggal 29  Januari 2015
43
, kemudian 
oleh Bareskri Polri dilimpahkan ke  Direktorat Reskrim Polda Sulselbar. 
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 Berkas perkara Feriyani Lin Fransisca dengan nomor:BP/40/IV/2015/Disretkrimum 
dilimpahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar pada tanggal 5 Mei 2015 dengan 
 2. Feriyani Lim Fransisca ditetapkan sebagai tersangka oleh Diroktorat 
Reskrim Polda Sulselbar, kemudian turut melaporkan Abraham Samad
44
 
ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 1 Februari 2015 dengan nomor 
laporan LP/122/II/2015/Bareskrim dan Tanda Bukti Lapor nomor: 
TBL/72/II/2015/Bareskrim, kasus tersebut lalu dilimpahkan kepada 
Ditreskrimun Polda Sulselbar. 
3. Pada tanggal 9 Februari 2015, Polda Sulselbar menetapkan Abraham 
Samad sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat 
atau tindak pidana Administrasi Kependudukan dengan pasal berlapis, 
yaitu Pasal 93 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU nomor 24 tahun 2013, 
Pasal 264 ayat 1 KUHP, dan Pasal 266 ayat 1 jo 26 KUHP. 
4. Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Februari 2015 memutuskan untuk 
memberhentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto 
dari jabatannya sebagai pimpinan KPK melalui Keppres Nomor: 13/P 
Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan menunjuk Johan Budi, Taufiequrachman 
Ruki, dan Indriyanto Seno Adji sebagai Pemimpin sementara KPK (yang 
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Lim Fransisca masih berdomisili di Pontianak, Kalimantan Barat, karena kesulitan untuk 
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pelapor (Feriyani Lim) menuduh Abraham Samad telah melakukan pemalsuan surat dokumen 
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 satu kursi kepemimpinan sebelumnya telah kosong karena pensiunnya 
Busyro Muqoddas) setelah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
5. Pada tanggal 24 Februari 2015, Abraham Samad menjalani pemeriksaan 
terkait statusnya sebagai tersangka di Polda Sulselbar. 
6. Pada tanggal 2 Juli 2015, Abraham Samad menjalani pemeriksaan terkait 
statusnya sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri, Jakarka. 
7. Pada tanggal 21 Agustus 2015 berkas perkara Abraham Samad dinyatakan 
telah lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 
8. Pada tanggal 18 September 2015 Penyidik Direktorat Kriminal Umum 
Polda Sulselbar melayangkan surat bernomor 
S.Pgl1/154/IX/2015/Ditreskrimum kepada Abraham Samad untuk 
kepentingan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti 
kepada Jaksa Penuntut Umum
45
. 
9. Jaksa Agung, Drs. H. Muhammad Prasetyo, menerbitkan Surat Ketetapan 
Pengesampingan Perkara demi Kepentingan Umum atas nama tersangka 
Bambang Widjojanto pada tanggal 3 Maret 2016. 
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 Beberapa pertimbangan Jaksa Agung, H.M. Prasetyo dalam 
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atas nama tersangka 
Abraham Samad dan tersangka Bambang Widjojanto adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa alasan pengambilan keputusan seponering oleh Jaksa Agung 
semata-mata dilakukan demi kepentingan umum. 
2. Bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terbukti telah merampas 
hak hidup masyarakat, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial, 
sehingga memerlukan peran serta kita semua, termasuk peran masyarakat 
untuk bersama-sama memberantasnya. 
3. Bahwa dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi yang pada 
masanya gencar dilakukan keduanya (Abraham Samad dan Bambang 
Widjojanto) adalah demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah, sehingga apabila kasus yang menimpa keduanya sebagai 
pegiat anti korupsi tidak segera diselesaikan, maka hal tersebut 
dikhawatirkan akan memengaruhi semangat bangsa dan negara untuk 
memberantas korupsi. 
4. Bahwa apabila kondisi ini terus dibiarkan maka akan menurunkan 
kepercayaan masyarakat luar negeri untuk berhubungan dan berinvestasi 
di Indonesia.  
Dalam konferensi pers saat penyampaian pengumuman pengesampingan 
perkara demi kepentingan umum di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, 
Jaksa Agung, HM. Prasetyo mengatakan bahwa dirinya telah mendengarkan 
berbagai bertimbangan dan masukan termasuk dari Mahkamah Agung, DPR 
 RI, bahkan Kepolisian RI. Mahkamah Agung dan Kepolisian RI menyatakan 
bahwa pengesampingan perkara pidana adalah hak prerogratif dari Jaksa 
Agung yang telah diberikan oleh undang- undang dan atas dasar demi 
kepentingan umum
46
, sedangkan DPR RI melalui Komisi III menyatakan 
bahwa seharusnya perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tetap 
dilanjutkan dan dibuktikan di pengadilan karena keduanya sudah tidak lagi 
menjabat sebagai ketua KPK.
47
 Jaksa Agung juga mempertimbangkan 
dukungan masyarakat
48
 kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto 
yang dianggapnya sebagai simbol KPK pada saat itu. Masyarakat juga 
memberikan dukungan dengan datang secara langsung ke KPK
49
, unjuk rasa 
dari berbagai mahasiswa di Jakarta maupun di beberapa daerah, hingga 
dukungan melalui media social dengan petisi-petisi online sebagai relawan 
pendukung KPK maupun tagar #SaveKPK dan #SaveKPK #SavePolri oleh 
berbagai kalangan di masyarakat.
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B. Dasar Hukum Seponering  
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BeritaSatu,, “Jaksa Deponering Kasus AS dan BW”, dikutip dari 
https://www.youtube.com/watch?v=dqdXOvyTR3Y, diunduh pada 20 Agustus 2019. 
       
47Ihsanudin, “Komisi III DPR Tolak Deponering Abraham Samad dan Bambang”, dikutip dari 
https://nasional.kompas.com/read/2016/02/11/17005441/Komisi.III.DPR.Tolak.Deponering.Kasus
.Abraham.dan.Bambang  Diakses 20 Agustus 2019. 
       
48Ambarani Nadi, “Jaksa Agung pertimbangkan reaksi masyarakat sebelum Deponering kasus 
Abraham Samad dan BW” dikutip dari   
https://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/18172971/Jaksa.Agung.Pertimbang
kan.Reaksi.Masyarakat.Sebelum.Deponering.Kasus.Abraham.Samad-BW diakses 
pada 22 Agustus 2019. 
      
49Yulian,”Abraham Samad minta relawan tidak meninggalkan kantor KPK”, dikutip dari 
http://poskotanews.com/2015/01/23/abraham-samad-minta-relawan-tidak-tinggalkan-kantor-kpk/ 
diakses pada 22 Agustus 2019. 
       
50Fathiya,”Koalisi masyrakat sipil lakukan gerakan #SaveKPK” dikutip dari 
https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-masyarakat-sipil-lakukan-gerakan-save- 
kpk/2610416.html diakses  pada 22 Agustus 2019. 
 Seponering sendiri merupakan suatu diskresi Jaksa Agung untuk 
mengenyampingkan suatu perkara untuk kepentingan umum. Alat bukti yang 
dikumpulkan penyidik dinilai sudah sempurna, dan hanya tinggal dibuktikan 
di pengadilan terkait kebenaran peristiwa pidana yang dituduhkan di 
pengadilan. Seponering hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, Pengaturannya 
hanya ada pada Undang-Undang Kejaksaan yaitu Undang-Undang No. 16 
Tahun 2004. Oleh karena itu seponering bukan objek praperadilan, keputusan 
yang dibuat oleh Jaksa Agung seolah-olah bersifat final dan berkekuatan tetap. 
Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan: “Jaksa Agung 
mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi 
kepentingan umum”. Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud kepentingan 
umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan 
masyarakat luas. Mengesampingkan suatu perkara oleh kejaksaan erat 
kaitannya dengan asas oportunitas; maknanya adalah lebih banyak 
kerugiaannya jika perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan daripada tidak 
dilanjutkan ke pengadilan. Dengan kata lain, ini adalah kewenangan diskresi 
yang dimiliki oleh kejaksaan. 
 
Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hal ini 
secara tegas dan jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
51
 
Atas dasar inilah maka hukum menjadi suatu aturan yang sangat dinamis dan 
melekat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi: Negara Indonesia adalah 
Negara hukum. 
 Konsekuensi dari memposisikan hukum sebagai dasar atau platform suatu 
negara adalah bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara diatur oleh 
hukum. Baik pemerintah maupun warga negara, keduanya harus tunduk pada 
hukum tanpa ada perbedaan kedudukan di depan hukum (Equality before the 
law). Negara hukum atau rechtsstaat memiliki karakteristik masing-masing 
sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara hukum tersebut. 
Terdapat berbagai macam negara hukum dengan latar belakang ideologi 
yang berbeda, di antaranya ada negara hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-
Hadits, ada pula Negara hukum berdasarkan sistem Anglo-Saxon
52,
 dan juga 
negara hukum berdasarkan sistem Civil-Law. Indonesia sendiri secara tegas 
telah menyatakan diri sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila yang 
prinsip-prinsipnya dijalankan melalui sebuah sistem demokrasi berdasarkan 
asas musyawarah sebagaimana dicantumkan dalam preambule UUD 1945. 
Eksistensi sebuah hukum dan praktik pelaksanaan suatu hukum tersebut dalam 
suatu negara dapat menunjukkan bagaimana citra peradaban negara yang 
bersangkutan. Termasuk di dalamnya adalah cara-cara pelaksanaan kekuasaan 
dalam suatu negara yang sebagian atau seluruhnya berdasarkan konstitusi dan 
hukum, pun mempunyai dampak terhadap kualitas hubungan antara pemegang 
otoritas dan warga masyarakat. Artidjo Alkostar mengutip pendapat Muladi 
dalam bukunya mengatakan pelaksanaan pemerintahan yang berkorelasi 
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 Sistem Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu 
keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. 
Sistem hukum Anglo Saxon disebut sebagai sistem Common Law dan system “Unwritten Law” 
(tidak tertulis). 
 dengan “watak hukum” dapat mengindikasikan tipologi pelaksanaan otoritas, 
yaitu:
 53
 
1) Tipe yang demokratis dengan keadilan dan kearifan.  
2) Tipe dominasi kekuasaan dengan menciptakan budaya ketakutan dan 
kekerasan. 
3) Tipe yang mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi (pidana). 
Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral yang berhubungan 
dengan penegakan hukum di Indonesia yang sekaligus mengarahkan kita 
kepada keberadaan kejakssaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem 
hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum bermakna bahwa didalam negara 
kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek 
kehidupan. Unsur-unsur negara hukum yang menjadi ciri tegaknya supremasi 
hukum antara lain harus ada jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan 
kekuasaannya selalu dan senantiasa berlandaskan hukum dan peraturan 
perundang-undangan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam 
kehidupan masyarakat berbangsa dan benegara. Hukum sebagai suatu sistem 
dapat berperan dengan baik ditengah masyarakat jika instrument pelaksananya 
dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum 
dan keweangan itu dijalankan secara benar. Salah satu diantara kewenangan-
kewenangan adalah kewenangan dari Lembaga Kejaksaan Republik 
Indonesia. 
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 Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, (Yogyakarta, FH UII Press, 2008), 
hlm.  2. 
 Kejaksaan merupakan subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia 
sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu 
subsistem dari suatu sistem hukum, kejaksaan memiliki kedudukan yang 
sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai salah satu subsistem 
hukum, kejaksaan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, 
saling memngaruhi, saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai 
tujuan dari sistem hukum tersebut. Dari aspek kelembagaan, subsistem hukum 
yang lain dalam penegakan hukum di Indonesia adalah Hakim, Polisi, 
Advokat, Lembaga pemasyarakatan, bahkan tersangka, terdakwa dan 
terpidana.54 Hyang wajar jika sangat mendambakan institusi kejaksaan dapat 
berfungsi secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta dapat berfungsi menjadi tulang 
punggung reformasi, sehingga dapat memperkokoh ketahanan dan konstitusi 
sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan civil society yang dicita-
citakan.  
Kedudukan sentral kejaksaan berkait erat dengan kedudukan dan fungsi 
kejaksaan dalam penegakkan hukum di Indonesia. Artinya kejaksaan dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan 
yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus 
menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Supremasi hukum berarti adanya jaminan bahwa keseluruhan proses politik 
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 Darmono, Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum, (Depok: 
Alta Utama, 2017), hlm. 90. 
 yang dijlankan oleh kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif akan 
dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Supremasi hukum 
akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. 
Guna mewujudkan prisip-prinsip negara hukum, disamping diperlukan 
norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga diperlukan 
aparatur pengemban penegak hukum yang professional, berintegritas dan 
disiplin tinggi serta didukung oleh sarana dan pra sarana hukum yang 
memadai dan perilaku masyarakat yang taat hukum.idealnya, setiap negara 
hukum termasuk Indonesia harus memiliki lembaga atau institusi atau 
apoaratur penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Hukum dan penegak 
hukum merupakan sebagai faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan 
karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum 
yang diharapkan.
55 
Oleh karena itu, keberadaan kejaksaan republik Indonesia 
sebagai Institusi penegak Hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan 
peranan yag strategis didalam suatu negara hukum, karena institusi kejaksaan 
menjadi filter aantar proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, 
sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu 
mengemban tugas penegakan hukum.  
Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagaimana diatur 
menurut pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
sebagai berikut: 
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 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2002), hlm. 5. 
 a. Menerima dan memekriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 
penyidik pembantu. 
b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 
dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan 
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 
penyidik. 
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik. 
d. Membuat surat dakwaan. 
e. Melimpahkan perkara ke pengedalian. 
f. Menyampaikan  pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari 
dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada 
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada siding yang telah 
ditentukan. 
g. Melakukan Penunutuan. 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum. 
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 
sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. 
j. Melaksanakan penetapan hakim. 
Dasar hukum mengenai tugas dan wewenang Kejaksaaan RI secara 
normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan uu mengenai kejaksaan, 
sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2004 Pasal 30:  
 a. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
1) Melakukan penuntutan. 
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat. 
4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang. 
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke  pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama 
Negara atau pemerintah. 
c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan : 
1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 
2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 
3) Pengamanan peredaran barang cetakan. 
4) Pengawasn aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 
dan Negara. 
5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 
6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal. 
 Selanjutnya pasal 31 Undang-undang No 16 Tahun 2004 menegaskan 
bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang 
terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang 
laytak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan 
oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya 
sendiri. Lalu, Pasal 32 Undang-undang tersebut menetapkan bahwa disamping 
tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksanaan dapat 
diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. 
Selanjutnya pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya kejaksaan membina dengan hubungan kerja sama dengan badan 
penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau binstansi lainnya. 
Kemudian pasal 34 menetapkann bahwa kejaksaan dapat memberikan 
pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.  
Disamping tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia diatas, 
Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 
35 UU No 16 Tahun 2004, yaitu: 
a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan 
keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. 
b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-
undang. 
c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.56 
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 Penjelasan Pasal 35 UU No 16 Tahun 2004 huruf c: yang dimaksud dengan 
kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat luas. 
Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan 
asas opurtunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan 
 d. Mengajukan Kasasi demi kepentingan hukum Mahkamah Agung dalam 
perkara pidana, perkara perdata, dan atau tata usaha Negara.
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e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung 
dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana. 
f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah 
kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam 
perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya, Pasal  36 UU No 16 Tahun 2004 mengatur bahwa: 
a. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk 
berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri kecuali 
dalam.
58
. 
b. Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan diluar negeri. 
c. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan didalam negeri 
diberikan olehkepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, 
sedangkan untuk berobat dan menjalani peralatan dirumah sakit diluar 
negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
59
 
                                                                                                                                                               
pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah 
tersebut. 
57
 Penjelasan Pasal 35 UU No 16 Tahun 2004 huruf d: Pengajuan Kasasi demi 
kepentingan hukum ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
 
58
Penjelasan Pasal 36 UU No 16 Tahun 2004 ayat 1: Untuk memperoleh izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada jaksa agung atau pejabat yang tunjuk sesuain dengan keputusan 
Jaksa Agung. Diperlukannya izin dalam ketentuan ini oleh karena status tersangka atau terdakwa 
yang sedang dikenakan tindakan hukum, Misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan atau 
pencegahan dan penangkapan. Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah tersangka 
atau terdakwa yang berada dalam tanggung jawab Kejaksaan. Yang dimaksud dengan “ Dalam 
keadaan tertentu” adsalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan didalam negeri 
tidak ada. 
59
 Penjelasan Pasal 36 UU no 16 tahun 2004 ayat 3: selain rekomendasi dari dokter untuk 
berobat keluar negeri, juga disyaratkan adanya jaminan tersangka atau terdakwaatau keluarganya 
 Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 hanya diberikan atas 
dasar rekomendasi dokter,dan dalam hal diperlukannya perawatan diliar negeri 
rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang 
dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam 
negeri. 
Pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum yang 
merupakan penerapan Asas Oportunitas sekaligus menjadi hak prerogatif 
wewenang Jaksa Agung, menjadi salah satu contoh keputusan yang dinilai 
masyarakat sarat akan kontroversi dari berbagai sudut pandang. Hal ini 
disebabkan secara preseden, wewenang Jaksa Agung ini kerap diberikan 
terhadap kasus-kasus besar yang justru pelaku-pelakunya adalah pejabat 
negara atau pihak-pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Sudah tentu 
muncul stigmasisasi dalam masyarakat yang awam tentang hukum bahwa 
hukum dipergunakan oleh kekuasaan untuk melindungi para pejabat yang 
didalamnya berkuasa. Padahal dalam perspektif hukum, sebenarnya 
pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum ini merupakan 
pengejawentahan asas oportunitas yang telah dilegitimasi oleh negara diatur 
dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia pasal 35 huruf c. Pada kenyataannya, yang harus menjadi catatan 
penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum adalah dalam perspektif 
masyarakat umum yang tidak memahami hukum secara komprehensif, 
                                                                                                                                                               
berupa uang sejumlah kerugian Negara yang diduga dilakukan oleh tersangkan dan terdakwa.  
Apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik Negara. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang undangan.  
 keputusan pengesampingan perkara pidana ini dapat menjadi suatu hal yang 
bisa jadi akan dinilai sebagai suatu tindakan pilih kasih atau bahkan kesan 
kebal hukum, yang mencerminkan sikap penegakan hukum pro-diskriminasi 
oleh negara. 
Hal lain yang turut merusak citra independensi kejaksaan sebagai 
lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan dalam penegakan hukum 
pidana ini adalah  karena secara yuridis, Jaksa Agung dilantik dan 
diberhentikan oleh Presiden, hal ini menimbulkan kesan pula bahwa Jaksa 
Agung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.60 
Seolah-olah mudah saja bagi pemegang otoritas kekuasaan untuk mengganti 
Jaksa Agung apabila kinerjanya dinilai tidak baik atau tidak sejalan dengan 
apa yang dikehendaki oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam hal ini 
Presiden. 
Kejaksaan harus memberikan respon yang positif terhadap stigma yang 
ditempelkan oleh masyarakat terhadap institusinya dan bukannya malah 
membiarkan preseden buruk ini terus menerus yang justru akan melemahkan 
penegakan hukum di Indonesia. Bagaimanapun juga ini merupakan suatu 
bentuk keprihatinan sekaligus komitmen masyarakat terhadap penegakan 
hukum di Indonesia. Kejaksaan harus mampu membentuk jati dirinya sebagai 
salah satu “institusi pelaksana kekuasaan negara” bukan “alat kekuasaan 
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 Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menguraikan bahwa 
Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang 
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 negara”.61 Kejaksaan harus dimandirikan dan independen dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan negara. 
Dalam era reformasi kedudukan kejaksaan sangat penting untuk 
dimandirikan dan dibebaskan dari campur tangan pemerintah yang amat besar. 
Apabila kejaksaan benar-benar  dapat mandiri dan independen maka 
diharapkan lembaga negara ini benar-benar dapat menjalankan kewajibannya 
sesuai dengan peran intinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan negara 
di bidang penuntutan dan bidang lain sesuai dengan undang-undang dan tidak 
tendensius terhadap setiap pemegang kuasa dan kroninya. Pada dasarnya 
implementasi asas oportunitas berupa pengesampingan perkara pidana demi 
kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung ini menutup 
peluang adanya praperadilan dan pemeriksaan berikutnya kendati dengan 
alasan hukum seperti adanya bukti yang baru dan sebagainya.62 Asas tersebut 
meniadakan penuntutan hukum berdasarkan pertimbangan bahwa lebih 
menguntungkan kepentingan umum jikalau tidak diadakan penuntutan 
dibanding harus melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana.  
Persoalan mengenai frasa “kepentingan umum” sebagaimana tersebut di 
atas, sebenarnya bukanlah perdebatan baru, sebab Pedoman Pelaksanaan Kitab 
Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri sejak lama sudah 
mempertanyakan tentang kriteria “kepentingan umum” tersebut, yang secara 
eksplisit tercantum dalam hubungan perwujudan asas oportunitas ini. Bahkan 
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 di Komisi III DPR frasa ”mengesampingkan perkara kepentingan umum” 
yang menjadi dasar dikeluarkannya seponering dalam kasus Abraham Samad 
itu dianggap tidak konsisten dengan kasus yang menjerat Antashari Azhar 
pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Komisi III DPR 
mempertanyakan, mengapa Jaksa Agung tidak konsisten melaksanakan 
penerapan asas opurtunitas tersebut, padahal jelas-jelas Antashari Azhar pada 
saat itu juga merupakan ketua KPK yang diduga dikriminalisasi atas dugaan 
pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. 
Sebetulnya yang akan menjadi pokok permasalahannya adalah sejauh 
mana kriteria “kepentingan umum” itu akan digunakan, dalam hubungan ini 
pertama-tama kita perhatikan baik KUHAP maupun Pasal 35 huruf c UU 
No.16 Tahun 2004 tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan 
kepentingan umum itu, maka sehubungan dengan itu kita harus 
memperhatikan dalam praktik selama ini yaitu bahwa dalam 
menngesampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa 
Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi negara 
yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain 
dengan Menteri Hukum dan HAM, DPR, Mahkamah Agung bahkan Presiden. 
Kriteria tunggal yaitu demi kepentingan umum dalam penerapan asas 
oportunitas di Negara Indonesia sebagaimana dikutip dari pedoman 
pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
 Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah didasarkan kepada 
kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi.63   
Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
juga menganut asas legalitas demi menjamin kepastian hukum dan keadilan 
dalam perspektif legalisme, akan tetapi KUHAP memberikan ruang 
kemungkinan adanya pengesampingan suatu perkara pidana demi kepentingan 
umum sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 77 KUHAP, yang 
berbunyi: Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk 
pengesampingan perkara pidana untuk kepentingan umum yang menjadi 
wewenang Jaksa Agung. Atas dasar ini KUHAP masih mengakui perwujudan 
asas oportunitas yang pengaturan detail pelaksanaan dan wewenang 
pelaksanaannya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-
Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Pengesampingan perkara pidana memiliki perbedaan yang menonjol 
dengan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Penghentian 
penyidikan dan penuntutan lebih menitikberatkan kepada alasan dan 
kepentingan hukum itu sendiri, yaitu:64  
1. Tidak diperoleh bukti yang cukup. 
2. Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana. 
3. Penghentian penyidikan demi hukum yakni: 
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 1. Nebis in ide. 
2. Tersangka meninggal dunia. 
3. Daluwarsa. 
Adapun pengesampingan perkara demi kepentingan umum 
mengindikasikan bahwa perkara yang dikesampingkan sebenarnya secara 
hukum sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan, namun karena 
pertimbangan bahwa terdapat kepentingan umum yang harus dilindungi dan 
bisa jadi akan menimbulkan suatu akibat yang jauh lebih besar/buruk ketika 
disidangkan di muka pengadilan, maka dalam hal ini Jaksa Agung lebih 
memilih untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan perkara 
tersebut melalui pengesampingan perkara pidana/pengesampingan perkara 
pidana. Selain itu keberatan terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan 
dapat dilakukan melalui upaya hukum praperadilan, sedangkan terhadap 
pengesampingan perkara pidana sejauh ini hukum positif kita tidak 
memberikan ruang upaya hukum keberatan atas pengesampingan perkara 
tersebut. 
Dalam praktik pelaksanaannya, diperlukan pedoman kongkrit sebagai 
petunjuk teknis mengenai penjabaran frasa demi kepentingan umum sehingga 
tidak terjadi penyalahgunaan pelaksanaan pengesampingan perkara pidana 
yang hanya bertujuan untuk menguntungkan otoritas pemegang kekuasaan 
ataupun kroninya. Sebagai pemantik dari penelitian ini adalah pernyataan dari 
Satjipto Rahardjo bahwa polemik perkara Bibit-Chandra berawal sejak 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan istilah “out ouf court 
 settlement” (penyelesaian di luar pengadilan), rakyat mendapat pengetahuan 
baru, yaitu suatu perkara bisa diselesaikan di luar persidangan. Penyelesaian 
perkara Bibit-Chandra melalui jalur inilah yang merupakan suatu hal baru bagi 
masyarakat, karena tidak semua masyarakat mengetahui hukum secara 
komprehensif. Hal yang demikian inilah yang akan memunculkan benih 
ketidakpercayaan publik terhadap Kejaksaan. Tindakan tersebut sangat 
berpotensi memberikan citra buruk, bahkan kepada Institusi lain seperti Polri, 
DPR, Kementerian Hukum dan HAM, dan Presiden. Ketidakfahaman 
masyarakat terhadap hukum secara komprehensif, juga didukung unsur yang 
syarat dengan muatan politik dibalik pengambilan keputusan pengesampingan 
perkara pidana demi kepentingan umum tersebut dapat menjadi salah satu 
faktor kuat dari tumbuhnya sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap 
kewibawaan hukum sebagai rule of life dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Perihal pengesampingan perkara pidana Abraham 
Samad ini menjadi suatu ironi dalam preseden berhukum di Indonesia karena 
pengesampingan perkara pidana dilakukan setelah berkas perkara keduanya 
lengkap (P-21) atau siap diregistrasi di pengadilan. Selain itu perlu dicatat 
bahwa pengesampingan perkara pidana dalam kasus ini dilakukan dengan 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Hukum dan HAM, 
Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai institusi besar di 
bidang yudisial dan legislatif yang merupakan representasi kekuasaan judisial 
dan representasi masyarakat Indonesia. 
 
 BAB IV 
ANALISIS 
C. Analisa Yuridis Dasar Pemberian Seponering oleh Jaksa Agung 
  Hakikat manusia pada dasarnya selain sebagai makhluk pribadi 
(individu) juga sebagai makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat 
melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan 
sesamanya. Oleh karena itu diperlukan hukum guna mengatur perilaku manusia 
agar tidak merugikan sesama manusia. Hukum memiliki fungsi yang penting 
dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, 
keteraturan, ketenteraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya 
kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana 
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan 
kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum 
dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat.
65
  
 Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana 
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
66
 Penegakan hukum memiliki peranan 
yang besar dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 
menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya 
kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut 
tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota 
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 masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Undang-
Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan secara 
bebas kepada Jaksa Agung untuk melakukan seponering berdasarkan pada 
diskresi dimiliki oleh Jaksa Agung itu sendiri. Kewenangan bebas yang 
melahirkan kebebasan dalam memberikan pertimbangan dan kebebasan 
mengambil kebijakan Namun, kebebasan tertinggi sebenarnya adalah 
ketidakbebasan. Sehingga dalam melaksanakan diskresinya, Jaksa Agung 
dalam menyampingkan perkara kepada seseorang haruslah memiliki alasan 
yang rasional dan hal tersebut sifatnya mutlak agar tidak terjadinya 
kesewenang-wenangan. 
Meskipun didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur pemberian kewenangan khusus 
(prerogatif) kepada Jaksa Agung. Namun dalam mengesampingkan perkara 
demi kepentingan umum Jaksa harus memperhatikan saran dan pendapat dari 
badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah 
tersebut.  Salah satu pemberian seponering oleh Jaksa Agung pada tahun 2016 
yaitu diberikan kepada Abraham Samad. Pemberian seponering ini membuat 
banyak praktisi, akademisi, maupun masyarakat luas yang bertanya-tanya 
tentang pemberian seponering telah sesuai dengan Pasal 35 huruf c Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu untuk kepentingan umum atau 
sebaliknya. Masyarakat mengkhawatirkan pemberian seponering oleh Jaksa 
Agung hanya untuk kepentingan Abraham Samad semata, karena terlepas dari 
Abraham Samad sebagai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
 yang menurut Jaksa Agung ketika tetap dilanjutkan perkaranya, maka akan 
terjadi kegaduhan di masyarakat dan menyurutkan semangat pejuang anti 
korupsi di Indonesia. 
Jaksa Agung berpendapat bahwa Abraham Samad adalah icon pejuang 
anti korupsi di Indonesia dan telah memiliki banyak sumbangsih terhadap 
bangsa dan negara atau masyarakat luas, sehingga akan mengganggu kerja-
kerja KPK jika perkara tersebut tetap dilanjutkan. Dalam pengesampingan 
perkara Abraham Samad, Jaksa Agung telah meminta pendapat dari Presiden, 
Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Polisi 
Republik Indonesia (POLRI). Namun, dari pihak DPR melalui Komisi III 
menolak permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait pertimbangan 
seponering atau penyampingan perkara terhadap kasus hukum yang menimpa 
mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Dalam 
penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, dan penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-
Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 
disebutkan “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan 
bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas...” Akan tetapi tidak 
ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang termasuk kriteria 
kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, baik 
dalam kedua undang-undang tersebut, maupun dalam risalah sidang 
pembahasan kedua undang-undang tersebut, serta dalam peraturan internal 
Kejaksaan Republik Indonesia. 
 Kepentingan umum dalam suatu negara mempunyai peranan penting 
terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif, 
kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar 
menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif 
kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Bagi 
bangsa Indonesia cita-cita hukum diwujudkan pada pokokpokok pikiran yang 
terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial.
67
 Kepentingan umum mempunyai peranan secara pasif 
apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum. Pelaksanaan 
azas oportunitas yang berlandaskan kepentingan umum harus dilihat dari dua 
segi peranan kepentingan umum baik aktif maupun pasif. Kepentingan umum 
yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat 
dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. 
Sebab justru kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan di muka 
hakim pidana untuk dijatuhkan pidana yang setimpal.  
Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dijadikan sebagai landasan 
menyampingkan perkara pidana harus diketemukan dalam aturan hukum lain 
yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan 
dipelihara. Apabila kepentingan umum yang dimaksud tidak diketemukan 
dalam aturan hukum lainnya, maka harus dikembalikan kepada peranan 
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 kepentingan umum secara aktif mengenai cita-cita hukum bangsa Indonesia. 
Sebagaimana dikutip dalam Thesis Arin Karniasari yang merujuk pada 
pendapat Prof. J.M. van Bemmelen terdapat tiga alasan untuk tidak melakukan 
penuntutan:
68
 
1) Demi Kepentingan Negara 
Kepentingan Negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika 
terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan 
memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang 
dapat timbul pada rakyat, dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian 
besar pada negara. Contohnya ialah bila terjadi penuntutan akan berakibat 
suatu pengumuman (openbaring) yang tidak dikehendaki dari rahasia 
negara. 
2) Demi Kepentingan Masyarakat 
        Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini tidak 
menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah 
dalam masyarakat. Contohnya pendapat-pendapat yang dapat berubah atau 
sedang berubah tentang pantas tidaknya dihukum beberapa delik susila. 
3) Demi Kepentingan Pribadi  
Termasuk di dalamnya kategori-kategori bila kepentingan pribadi 
menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah persoalan-persoalan 
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 hanya perkara-perkara kecil. Dan atau jika yang melakukan tindak pidana 
telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak 
mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman. 
Bagi si pelaku sendiri kepentingan-kepentingan pribadinya terlampau berat 
terkena jika dibandingkan dengan kemungkinan hasil dari proses pidana 
yang bagi kepentingan umum tidak akan bermanfaat. Jadi keuntungan 
yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak seimbang dengan kerugian-
kerugian yang timbul terhadap terdakwa dan masyarakat. 
Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan 
dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi 
daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum 
yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para 
penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi 
dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula Penuntut umum dalam 
melakukan penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan 
kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. 
Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokannya dengan 
suatu peraturan hukum pidana, akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu 
dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya. Karena kepentingan 
umum maka penuntut umum (Jaksa Agung) dapat menyampingkan perkara.  
Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan 
pengertian yang jelas dalam peraturan perundangundangan. Untuk itu 
permasalahannya harus kita kembalikan pada tujuan hukum atau cita-cita 
 hukum. Di bawah ini dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan 
kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan 
pelaksanaan asas opportunitas yaitu: 
a) Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara 
dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan 
kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi 
jalannya pemerintahan, maka perkara itu dapat 
dikesampingkan. 
b) Apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi 
kepentingan penyelenggara negara namun berakibat 
terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya 
ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak 
dapat dikesampingkan. 
Kepentingan umum dalam negara hukum mempunyai dua peranan 
penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan 
yang aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi daripada hukum dan 
sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi 
peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita 
hukum. Di Indonesia cita-cita hukumnya diwujudkan oleh pokok-pokok 
pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan umum 
memiliki peranan pasif apabila dijadikan obyek pengaturan daripada peraturan 
hukum. Sehubungan dengan itu maka kepentingan umum dapat dilihat dari 
sudut peraturan perundangan dan menurut hukum adat. Maksud dan tujuan 
 undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah 
untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalah gunaan kekuasaan dalam hal 
pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat 
negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas 
adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan 
alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum 
tertinggi. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas 
oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan 
yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi 
kepentingan umum.  
Penulis berpendapat tidak ada pengadilan yang memiliki wewenang 
untuk mengadili keputusan seponering. Tidak ada upaya hukum yang tersedia 
bagi keputusan seponering selain dari pada pembatalan ketetapan terhadap 
penerapan seponering oleh Jaksa Agung sendiri. Tidak ada juga pengadilan 
yang berhak untuk menggugat keputusan seponering tersebut. Seponering 
berbeda dengan penghentian penuntutan yang diatur dalam KUHAP dikenal 
dengan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Penghentian 
penuntutan yang terdapat dalam KUHAP tersebut memiliki upaya hukum, yaitu 
upaya praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a yang 
mengatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang sah atau 
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan.Namun tidak demikian dengan seponering atau penyampingan 
 perkara demi kepentingan umum, karena dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP 
tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak 
termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi 
wewenang Jaksa Agung artinya bahwa penyampingan perkara demi 
kepentingan umum tersebut tidak boleh diajukan praperadilan karena 
penghentian penuntutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 77 KUHAP 
tersebut merupakan penghentian penuntutan karena alasan teknis dan bukan 
karena alasan kebijakan penerapan pasal 35 huruf c Undang-undang Kejaksaan 
Republik Indonesia.  
Hal lain yang membedakan adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 140 
ayat (2) huruf d mengatakan “apabila kemudian ternyata ada alasan baru, 
penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka” artinya masih 
ada jalan untuk memperkarakan kembali penuntutan yang telah dinyatakan sah 
penghentiannnya oleh praperadilan. Berbeda dengan SKPP (Surat Ketetapan 
Penghentian Penuntutan), seponering yang dikeluarkan tersebut tidak tersedia 
jalan untuk memperkarakannya kembali untuk menguji sampai sejauh mana 
kepentingan umum yang dimaksudkan Jaksa Agung sebagai alasan 
dikeluarkannya seponering tersebut. 
Permasalahan timbul akibat dari keputusan seponering tersebut bukan 
hanya pada keputusan yang diambil untuk menyampingkan perkara, melainkan 
persoalaannya yaitu ada pada upaya hukum yang tertutup terhadap seponering 
yang dikeluarkan apabila seponering tersebut dalam penerapannya tidak tepat 
kemudian hanya diterapkan bagi orang-orang tertentu saja dan terhadap perkara 
 yang sudah jelas merugikan kepentingan umum tapi ternyata dibuat keputusan 
untuk menyampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Menurut 
penulis Itulah sebabnya, asas opportunitas bersifat diskriminatif dan menyalahi 
makna equality before the law atau persamaan kedudukan di depan hukum. 
Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan 
umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum 
dikesampingkan. 
D. Analisis Seponering menurut Hukum Islam 
 Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, dalam menetapkan sebuah 
hukum dalam islam, apabila tidak terdapat padal Al-Qur‟an maka dicarilah didalam 
Al-Hadits, jika masih belum ditemukan aturan ataupun ayat yang terkait, maka 
dilakukanlah Qiyas, jika masih belum ditemukan solusi atas permasalahan tersebut, 
maka ditempuhlah metode Ijma‟. Salah satu karakter hukum Islam adalah 
sempurna dan universal, akan tetapi dilihat dari praktiknya hukum Islam 
memiliki kelemahan.
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 Hal ini karena setiap ajaran meskipun berasal dari 
wahyu masih menyimpan potensi untuk dipersilisihkan dan bersifat 
ineterpretatif. Dalam hal ini sistem ajaran Islam sistem ajaran Islam itu terdiri 
dua komponen, yaitu qath‟I dan zanniy.70 Ajaran qath‟I merupakan ajaran yang 
sudah jelas dan rinci maksudnya. Sementara itu ajaran zanniy untuk 
mengamalkannya memerlukan ijtihad. Bertitik dari pemahaman tersebut 
penulis menyimpulkan bahwa dalm memahami teks-teks keagamaan (Al-
qur‟an dan Hadits tidak boleh terpasung dengan makna tekstual. Jika kedua 
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 sumber tersbut terkungkung oleh pemahaman yang kaku, maka akan membuat 
ajaran dan hukum Islam kehilangan relevansinya dengan pesatnya 
perkembangan zaman.  
Oleh karena itu menurut pendapat penulis, peranan akal sangatlah 
dibutuhkan untuk membaca segala fenomena sosial yang terjadi di masyarakat 
untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 
yang belum terdapat didalam Al-qur‟an dan Hadits. Sama dengan peristiwa 
fenomena hukum yang terjadi pada tema dalam skirpsi ini. Seponering 
memang secara garis besar tidak ada ayat yang mengatur tentang boleh atau 
tidaknya mengesampingkan perkara jika dilihat dari sudut pandang Islam. 
Dalam hal ini penulis berpendapat jika dasar pemberian seponering adalah 
demi kepentingan yang lebih luas maka hal tersebut sudah sesuai dengan 
prinsip ditegakkannya hukum Islam.  
Sesungguhnya Allah menurunkan agama kepada umat manusia 
bersamaan dengan itu pula, Allah menurunkan shari‟at dan tidak menciptakan 
suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, 
melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. 
Shari‟at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia 
maupun di akhirat. 
 
 
 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Penetapan seponering oleh Jaksa Agung kepada Abraham Samad 
merupakan kewenangan dari Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia yang sekaligus sebagai penerapan Asas Oportunitas oleh Jaksa 
Agung. Alasan pemberian seponering Abraham Samad terdiri tiga alasan 
pokok, yang pertama, alasan filosofis yaitu jika kasus tersebut dilanjutkan 
ke tahap persidangan dikhawatirkan terjadinya ketidakstabilan politik 
nasional dan membuat citra buruk Indonesia dimata dunia, hal tersebut 
juga akan menimbulkan kegaduhan publik karena terganggunya 
harmonisasi antar institusi penegak hukum sehingga makna hukum tidak 
dapat terwujud secara maksimal. Kedua, alasan sosiologis yaitu karena 
terganggunya pemberantasan korupsi sebab tersangka adalah tokoh dan 
aktivis yang diakui secara luas oleh masyarakat sebagai pegiat anti 
korupsi. Dan yang ketiga, yaitu alasan yuridis bahwa Jaksa Agung 
mengatakan bahwa dalam pemberian seponering Abraham Samad dalam 
rangka untuk mewujudkan kepastian hukum. Maka dari itu pada saat 
keputusan penerapan Seponering dilakukan, keputusan ini dianggap paling 
tepat dan paling rasional. Sehingga solusi hukum yang diambil saat itu 
sepertinya menjadi solusi “terbaik” di zamannya. Solusi yang menjadi 
pembuka atas kebuntuan hukum yang terjadi saat itu. Artinya, jika dilihat 
 dari rumitnya persoalan hukum saat itu, maka kebijakan seponering  yang 
dijalankan Jaksa Agung, benar-benar menjadi jalan tengah bagi semua 
pihak. 
2. Penetapan seponering dari sudut pandang hukum Islam dengan 
menggunakan metode ijtihad Maslahah Murshalah menurut penulis boleh 
dan sudah sesuai dengan hukum Islam selama konteks kemaslahatan 
umum lebih diuatamakan daripada kepentingan beberapa kelompok. 
Pandangan Hukum Islam tentang sejauh mana kriteria kepentingan umum 
yang dimaksud didalam pasal tersebut menurut penulis hal tersebut sudah 
selaras dengan cita-cita penegakan hukum positif yaitu demi kepentingan 
Bangsa dan Negara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Saran  
1. Pentingnya mempertahankan kewenangan Jaksa Agung dalam 
menyampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai bentuk 
pelaksanaan Asas Oportunitas. 
2. Pentingnya merevisi Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia dalam penafsiran kepentingan bangsa dan 
negara dan kepentingan masyarakat luas. Didalam Undang-Undang tersebut 
terdapat penjelasan parameter kepentingan umum yang tidak jelas dan 
kabur sejauh mana kepentingan umum itu tercapai. Oleh karenanya kriteria 
kepentingan bangsa dan negara yang terdiri dari: persatuan dan kesatuan 
bangsa dan negara, kedamaian dan ketertiban umum, stabilitas politik 
pemerintahan harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan multi 
tafsir. 
3. Pentingnya peninjauan kembali penafsiran Pasal 35 huruf c Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
dalam hal sebelum Jaksa Agung memberikan penyampingan perkara 
kepada seseorang, maka harus memerhatikan saran dan pendapat dari 
pelaku, dan badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan 
dengan masalah tersebut. Menurut penulis, hal tersebut dianggap penting 
karena Jaksa Agung mempunyai hak khusus (prerogatif) untuk 
memberikan seponering dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang. 
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